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ABSTRAK 

 Anak adalah anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki 

martabat serta hak asasi yang wajib dilindungi oleh semua pihak (keluarga, 

masyarakat, dan negara). Sayangnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih 

marak dan terus meningkat, dengan bentuk pelanggaran berat seperti yang 

dilakukan oleh ayah tiri sehingga menimbulkan trauma fisik dan psikologis 

mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan perlindungan hukum 

bagi anak korbam dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara tersebut.  

 Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan 

deskriptif analisis melalui wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Negeri 

Semarang, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan. 

 Hasil penelitian menunjukan Pengadilan Negeri Semarang telah 

menjalankan perannya secara efektif dalam melindungi hak anak. Hakim 

menitikberatkan pada kebenaran materiil dan menerapkan pasal 76E jo Pasal 82 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tepat. Vonis 16 tahun 

penjara dan denda Rp 1.000.000.000 mencerminkan komitmen pengadilan terhadap 

efek jera dan perlindungan anak. Putusan tersebut telah memenuhi asaskeadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan, namun diperlukan pendampingan psikologis 

dan social bagi korban untuk pemulihan menyeluruh. 

 

 

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Ayah Tiri, Putusan 

Pengadilan, Pertimbangan Hakim. 
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ABSTRACT 

 

 Children are a gift and a trust from God Almighty, endowed with dignity 

and human rights that must be protected by family, society, and the state. Howover, 

cases of sexual violenceagaints children remain frequent and continue to increase 

annually. One form of serious violation is sexual violence by a stepfather, which 

not only causes physical suffering but also profound psychological trauma. This 

study aims to determine the application of legal protection to child victims and to 

assess the judge’s considerations in issuing decisions. 

 This study used a sociological method with a descriptive analytical 

approach through through interviews with relevant parties at the Semarang District 

Court, as well as a documentary study of laws and court decisions. 

 The results indicate that the semarang District Court has effectively carried 

out its role in protecting children’s rights. The judge emphasized material truth and 

correctly applied Article 82 Paragraph (2) of Law Number 35 of 2014. The sentence 

of 16 years’ imprisonment and a fine of Rp1.000.000.000 reflects the court’s 

commitment to deterrence and child protection. The decision meets the principles 

of justice, legal certainly, and expediency, but psychological and social support is 

needed for the victim to achieve comprehensive recovery. 

 

Keywords: Child Protection, Sexual Violence, Stepfather, Court Decision, Judge’s 

Consideration.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah anugeìrah seìkaligus titipan dari Tuhan Yang Maha Eìsa yang 

meìmiliki martabat dan nilai seìbagai manusia seìcara utuh. Dalam diri anak 

teìrkandung hak-hak fundameìntal yang wajib dihormati dan dilindungi oleìh 

seìluruh pihak, baik keìluarga, masyarakat, maupun neìgara. Hak anak meìrupakan 

bagian inteìgral dari hak asasi manusia yang diakui seìrta dijamin oleìh peìraturan 

hukum baik di tingkat inteìrnasional maupun nasional. Seìcara global, Indoneìsia 

teìlah meìngeìsahkan Conveìntion on theì Rights of theì Child (CRC) meìlalui 

Keìputusan Preìsideìn Nomor 36 Tahun 1990, yang meìneìgaskan bahwa seìtiap 

anak beìrhak meìndapatkan peìrlindungan dari seìgala beìntuk keìkeìrasan, teìrmasuk 

keìkeìrasan seìksual.1 

Dalam konteìks hukum nasional, peìrlindungan teìrhadap anak diatur seìcara 

jeìlas dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Neìgara Reìpublik 

Indoneìsia Tahun 1945, yang meìnyatakan bahwa “Seìtiap anak beìrhak atas 

keìlangsungan hidup, tumbuh, dan beìrkeìmbang seìrta beìrhak atas peìrlindungan 

dari keìkeìrasan dan diskriminasi.” Jaminan konstitusional ini didukung oleìh 

beìrbagai peìraturan peìrundang-undangan lainnya, antara lain Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 teìntang Peìrlindungan Anak seìrta Undang-Undang 

 
1 Failin, F., Yuserlina, A., & Ibrahim, E. (2022). Protection Of Children's Rights And 

Women's Rights As Part Of Human Rights In Indonesia Through Ratification Of International 

Regulations. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 
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Nomor 17 Tahun 2016, yang meìneìtapkan sanksi pidana yang beìrat bagi peìlaku 

keìkeìrasan seìksual teìrhadap anak.2 

Walaupun peìdoman normatif teìlah diteìtapkan, keìnyataannya keìkeìrasan 

yang dialami oleìh anak-anak masih seìring teìrjadi dan jumlahnya ceìndeìrung 

meìningkat dari tahun keì tahun. Beìrdasarkan laporan tahunan Komisi 

Peìrlindungan Anak Indoneìsia (KPAI), seìpanjang tahun 2023 teìrcatat leìbih dari 

2.300 kasus keìkeìrasan seìksual teìrhadap anak, deìngan mayoritas korban beìrusia 

di bawah 15 tahun.3 

Ironisnya, seìbagian beìsar peìlaku keìkeìrasan justru beìrasal dari lingkungan 

teìrdeìkat anak, seìpeìrti ayah kandung, ayah tiri, paman, guru, bahkan tokoh 

agama. Situasi ini seìmakin meìmpeìrleìmah posisi anak, kareìna pihak yang 

seìharusnya meìlindungi justru meìnjadi peìlaku keìjahatan. Keìkeìrasan seìksual 

yang dilakukan oleìh ayah tiri teìrhadap anak teìrmasuk dalam kateìgori inceìst, 

meìskipun tidak beìrdasarkan hubungan darah langsung. Tindakan ini teìrgolong 

keìjahatan beìrat kareìna tidak hanya meìnyeìbabkan luka fisik, teìtapi juga 

meìninggalkan trauma psikologis yang meìndalam.4 Anak yang meìnjadi korban 

keìkeìrasan seìksual beìrpoteìnsi meìngalami dampak jangka panjang, seìpeìrti 

deìpreìsi, keìceìmasan beìrleìbihan, gangguan rasa peìrcaya diri, hingga 

keìmungkinan munculnya peìrilaku seìksual yang meìnyimpang di masa deìpan. 

 
2 Prasetyowati, E., Nurjanah, F., Hidayah, K., Munita, N., Marlina, O., & Wulandari, P. D. 

Melindungi Masa Depan Bangsa: Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia. 
3 Adelia, F. M., & Purwoko, B. (2025). Pengembangan Media Layanan Informasi Berbasis 

Website Untuk Pencegahan Dan Pelaporan Perilaku Bullying Pada Peserta Didik Smp.  
4 Darmadi, D. (2023). Tanggung Jawab Pidana Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan 

Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Yang Menyebabkan Trauma (Studi Kasus Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 3021 K/Pid. Sus/2021) (Doctoral Dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas 

Islam Sumatera Utara). 
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Dampak dari keìkeìrasan seìksual teìrhadap anak tidak hanya meìrugikan 

individu korban, teìtapi juga beìrdampak neìgatif pada kualitas geìneìrasi bangsa 

seìcara keìseìluruhan. Di sisi lain, peìngungkapan kasus keìkeìrasan seìksual 

teìrhadap anak seìring kali meìnghadapi keìndala akibat adanya hubungan kuasa 

antara peìlaku dan korban.5 Anak-anak yang meìnjadi korban biasanya eìnggan 

meìlapor kareìna peìlaku meìrupakan sosok otoritas dalam keìluarga, bahkan tidak 

jarang meìreìka diancam agar tidak meìmbocorkan keìjadian teìrseìbut. Dalam 

banyak situasi, laporan baru muncul keìtika kondisi korban sudah parah atau 

seìteìlah adanya dorongan dari pihak keìtiga, seìpeìrti guru, teìtangga, atau aparat 

deìsa. 

Kondisi ini meìnggambarkan beìtapa reìntannya posisi anak dan 

meìneìgaskan peìrlunya peìrlindungan hukum yang leìbih kuat seìrta reìspons ceìpat 

dari aparat peìneìgak hukum. Neìgara teìlah meìmbeìrikan peìrlindungan hukum 

bagi anak korban keìjahatan seìksual meìlalui beìrbagai keìteìntuan pidana. Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meìngatur tindak pidana keìsusilaan, 

khususnya dalam Pasal 285 yang meìngatur teìntang peìmeìrkosaan dan Pasal 287 

yang meìngatur peìrseìtubuhan deìngan anak di bawah umur..6 

Oleìh seìbab itu, dalam meìngambil keìputusan teìrkait kasus keìkeìrasan 

seìksual teìrhadap anak, hakim tidak hanya peìrlu meìnilai aspeìk hukuman bagi 

peìlaku, teìtapi juga harus meìmbeìrikan peìrhatian pada peìrlindungan korban, 

 
5 Batian, I. A. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. 

IJOLARES. 
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) 
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teìrmasuk upaya peìmulihan hak-hak anak yang meìnjadi korban.7 Namun, pada 

keìnyataannya masih teìrdapat tantangan teìrkait seìjauh mana putusan peìngadilan 

mampu meìngakomodasi keìpeìntingan korban anak. Beìbeìrapa putusan 

ceìndeìrung leìbih meìneìkankan pada peìmbeìrian hukuman keìpada peìlaku tanpa 

meìmbeìrikan peìrhatian yang meìmadai teìrhadap proseìs peìmulihan korban. 

Contohnya, peìneìrapan reìstitusi atau kompeìnsasi seìbagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Peìrlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 teìntang Peìrlindungan Saksi dan Korban beìlum beìrjalan seìcara optimal.8 

Namun deìmikian, eìfeìktivitas peìrlindungan hukum sangat beìrgantung pada 

bagaimana aparat peìneìgak hukum, teìrutama hakim, meìngimpleìmeìntasikannya 

dalam proseìs peìradilan. Hakim tidak hanya meìmiliki tugas untuk meìnjatuhkan 

hukuman keìpada peìlaku, teìtapi juga wajib meìmpeìrtimbangkan hak-hak korban 

dalam seìtiap putusan yang diambil.9 Meìnurut Lilik Mulyadi, peìrlindungan 

teìrhadap anak korban keìjahatan seìksual harus dipandang seìbagai bagian dari 

peìrlindungan masyarakat seìcara keìseìluruhan, seìhingga putusan hakim 

seìharusnya tidak seìmata-mata beìrfokus pada peìnghukuman, meìlainkan juga 

pada peìmulihan korban. 

Dalam konteìks ini, putusan peìngadilan meìnjadi sangat peìnting untuk 

dianalisis kareìna meìnceìrminkan seìjauh mana nilai keìadilan dan peìrlindungan 

 
7 “Silalahi, A. M., & Prasetyo, B. (2025). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. Ranah 

Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development,” 
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) 
9 Ariefiani, E. (2024). Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara 

Pidana Berbasis Hukum Progresif (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang). 
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anak beìnar-beìnar teìreìalisasi dalam praktik hukum. Seìbagai contoh konkreìt, 

putusan hakim di Peìngadilan Neìgeìri Seìmarang teìrkait kasus keìkeìrasan seìksual 

yang dilakukan oleìh ayah tiri teìrhadap anak dapat dijadikan bahan kajian. 

Putusan teìrseìbut dapat meìngindikasikan apakah hakim teìlah meìmbeìrikan 

peìrhatian yang meìmadai teìrhadap aspeìk peìrlindungan korban anak, baik dari 

sudut pandang yuridis, sosiologis, maupun filosofis..10 

Peìneìlitian meìngeìnai putusan peìngadilan ini meìnjadi sangat peìnting 

meìngingat masih banyak keìputusan yang dinilai kurang meìmadai dalam 

meìmbeìrikan peìrlindungan keìpada korban anak.11 Misalnya, dalam beìbeìrapa 

kasus, meìskipun hakim meìmbeìrikan hukuman yang beìrat keìpada peìlaku, 

peìrhatian teìrhadap hak korban untuk meìmpeìroleìh peìmulihan, reìstitusi, atau 

peìrlindungan dari ancaman beìrulang seìring kali kurang dipeìrhatikan. Kondisi 

ini meìnggambarkan adanya keìseìnjangan antara ideìalismeì peìrlindungan anak 

seìbagaimana diatur dalam undang-undang deìngan reìalitas yang teìrjadi di dunia 

peìradilan. 

Deìngan deìmikian, kajian beìrtajuk “Tinjauan Hukum Teìrhadap 

Peìrlindungan Anak Korban Keìkeìrasan Seìksual Oleìh Ayah Tiri” meìnjadi sangat 

reìleìvan. Peìneìlitian ini tidak hanya peìnting dari sudut pandang akadeìmis, teìtapi 

juga meìmiliki nilai praktis dalam meìmbeìrikan reìkomeìndasi untuk peìrbaikan 

sisteìm peìradilan pidana anak, khususnya dalam aspeìk peìrlindungan teìrhadap 

 
10 Lilik Mulyadi, Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2020), hlm. 121. 
11 Tanjung, E., Sulastri, L., & Al Adawiah, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.  
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korban seìsuai deìngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 teìntang Sisteìm 

Peìradilan Pidana Anak. 

 

B. Perumusan Masalah  

Beìrdasarkan uraian latar beìlakang masalah teìrseìbut, maka peìnulis dapat 

meìrumuskan masalah seìbagai beìrikut :  

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Teìrhadap Peìrlindungan Anak Korban 

Keìkeìrasan Seìksual oleìh Ayah Tiri Meìnurut Putusan Nomor 

92/Pid.Sus/2022/PN Smg? 

2. Bagaimana Peìrtimbangan Hakim dalam Putusan Peìngadilan Neìgeìri 

Seìmarang meìngeìnai kasus Peìrkara Keìkeìrasan Seìksual oleìh Ayah Tiri 

Teìrhadap Anak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleìh peìnulis dalam rangka peìneìlitian untuk 

meìnyusun peìnulisan hukum beìrupa skripsi adalah :  

1. Untuk meìngeìtahui Tinjauan Hukum Teìrhadap Peìrlindungan Anak Korban 

Keìkeìrasan Seìksual oleìh Ayah Tiri Meìnurut Putusan Nomor 

92/Pid.Sus/2022/PN Smg.  

2. Untuk meìngeìtahui Peìrtimbangan Hakim dalam Putusan Peìngadilan Neìgeìri 

Seìmarang meìngeìnai kasus Peìrkara Keìkeìrasan Seìksual oleìh Ayah Tiri 

Teìrhadap Anak.  
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D. Kegunaan Peneliian  

Peìneìlitian ini diharapkan dapat manfaat bagi peìmbaca dan dapat 

dipeìrgunakan deìngan seìbaik-baiknya. Keìgunaan peìneìlitian ini dapat dilihat dari 

dua aspeìk utama, yaitu seìcara teìoritis dan praktis.  

1. Seìcara Teìoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada 

kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan 

perlindungan anak. Peìneìlitian meìngeìnai peìrlindungan anak seìbagai korban 

dalam keìputusan Peìngadilan Neìgeìri Seìmarang meìngeìnai kasus keìkeìrasan 

seìksual yang dilakukan oleìh ayah tiri akan meìnambah wawasan dalam 

bidang hukum yang teìrkait deìngan peìlaksanaan Undang-Undang 

Peìrlindungan Anak seìrta Undang-Undang Peìrlindungan Saksi dan Korban. 

Seìlain itu, teìmuan dari peìneìlitian ini juga bisa meìnjadi sumbeìr rujukan bagi 

mahasiswa, peìngajar, dan peìneìliti yang beìrminat untuk meìmpeìlajari 

peìneìrapan hukum pidana dalam kasus keìkeìrasan seìksual teìrhadap anak, 

seìrta beìrfungsi seìbagai landasan untuk studi-studi seìlanjutnya yang 

meìngupas peìrlindungan anak dalam konteìks peìradilan pidana. 

2. Seìcara Praktis  

Seìcara praktis, studi ini diharapkan mampu meìmbeìrikan reìkomeìndasi 

keìpada pihak peìneìgak hukum, teìrutama hakim, jaksa, dan keìpolisian, dalam 

usaha meìmbeìrikan peìrlindungan hukum yang leìbih eìfeìktif bagi anak-anak 

yang meìnjadi korban keìkeìrasan seìksual. Teìmuan dari peìneìlitian ini juga 

dapat digunakan seìbagai peìrtimbangan oleìh peìmbuat keìbijakan dalam 
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meìrancang peìraturan atau meìmpeìrbaharui hukum agar leìbih meìndukung 

keìpeìntingan teìrbaik anak seìbagai korban. Untuk masyarakat, peìneìlitian ini 

diharapkan dapat meìningkatkan keìsadaran akan peìntingnya peìrlindungan 

anak dari ancaman keìkeìrasan seìksual dan meìndorong partisipasi keìluarga 

seìrta komunitas dalam meìnceìgah dan meìnangani kasus-kasus yang seìrupa. 

Di sisi lain, bagi peìnulis seìndiri, peìneìlitian ini meìmbeìrikan peìngalaman 

akadeìmis seìrta peìmahaman yang leìbih luas meìngeìnai peìneìrapan 

peìrlindungan hukum untuk anak-anak korban keìkeìrasan seìksual, seìhingga 

dapat meìnjadi modal peìngeìtahuan di bidang hukum pidana dan 

peìrlindungan anak. 

 

E. Terminologi 

1. Tinjauan Hukum 

Adalah analisis yuridis teìrhadap peìneìrapan norma hukum—meìliputi 

peìraturan peìrundang-undangan, asas, doktrin, dan yurisprudeìnsi—atas 

suatu peìristiwa hukum yang meìnjadi objeìk peìneìlitian; dalam konteìks ini, 

peìneìrapan norma peìrlindungan anak dalam putusan Peìngadilan Neìgeìri 

Seìmarang pada peìrkara keìkeìrasan seìksual oleìh ayah tiri.12 

2. Peìrlindungan Anak 

Meìrupakan seìrangkaian upaya neìgara dan leìmbaga teìrkait untuk 

meìnjamin, meìlindungi, dan meìmulihkan hak-hak anak korban tindak 

pidana (fisik, psikis, sosial, dan hukum), meìncakup peìnceìgahan, 

 
12 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, 2009. 
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peìnanganan, peìndampingan, reìstitusi, dan reìhabilitasi; anak dideìfinisikan 

seìbagai seìtiap orang di bawah 18 tahun teìrmasuk yang masih dalam 

kandungan13 

3. Putusan Peìngadilan Neìgeìri Seìmarang 

Adalah peìrnyataan hakim yang diucapkan dalam sidang teìrbuka 

untuk umum seìbagai hasil peìmeìriksaan peìrkara pidana (deìngan 

peìngeìcualian sidang teìrtutup untuk peìrkara keìsusilaan), yang meìmuat amar 

dan peìrtimbangan hukum (yuridis, sosiologis, filosofis) atas alat bukti, 

unsur deìlik, hal meìmbeìratkan/meìringankan, seìrta peìmeìnuhan hak korban14 

4. Keìkeìrasan Seìksual 

Ialah seìtiap peìrbuatan yang meìreìndahkan/meìnyeìrang tubuh, hasrat, 

atau fungsi reìproduksi seìseìorang seìcara paksa atau meìlawan keìheìndak—

teìrmasuk keìtika korban anak, seìhingga “peìrseìtujuan” tidak meìmiliki 

reìleìvansi hukum; beìntuknya meìncakup peìmaksaan peìrseìtubuhan, peìrbuatan 

cabul, eìksploitasi, peìmaksaan kontraseìpsi, dan peìrbuatan lain yang 

dirumuskan dalam UU TPKS dan UU Peìrlindungan Anak15 

5. Ayah Tiri 

Meìnurut bahasa adalah suami dari ibu kandung yang bukan ayah 

biologis; dalam hukum pidana anak, reìlasi keìdeìkatan/kuasa ini reìleìvan 

seìbagai keìadaan peìmbeìrat apabila peìlaku adalah orang 

 
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 11. 
15 UU Perlindungan Anak, Pasal 76D jo. Pasal 81; Pasal 76E jo. Pasal 82 (sebagaimana 

diubah dan diperberat melalui UU No. 17 Tahun 2016). 
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tua/wali/peìngasuh/peìndidik atau orang yang meìmiliki otoritas atas anak—

seìhingga ancaman pidana dapat dipeìrbeìrat, dan pada kondisi teìrteìntu 

dikeìnai pidana tambahan (mis. publikasi ideìntitas, peìmasangan peìrangkat 

eìleìktronik, atau tindakan keìbiri kimia) seìsuai peìraturan.16 

 

F. Metode Penelitian  

1. Meìtodeì Peìndeìkatan 

Peìneìlitian ini meìnggunakan peìndeìkatan Yuridis Sosiologis., yaitu 

meìtodeì yang meìnginteìgrasikan kajian hukum deìngan reìalitas sosial guna 

meìnilai eìfeìktivitas peìneìrapan hukum di teìngah masyarakat. Peìneìlitian ini 

tidak hanya meìnganalisis norma hukum yang teìrkandung dalam peìraturan 

peìrundang-undangan maupun putusan peìngadilan, teìtapi juga meìnggali 

fakta eìmpiris meìngeìnai bagaimana peìrlindungan hukum teìrhadap anak 

korban keìkeìrasan seìksual beìnar-beìnar dibeìrikan oleìh aparat peìneìgak 

hukum, leìmbaga peìrlindungan korban, maupun masyarakat.17 

2. Speìsifikasi Peìneìlitian 

Peìneìlitian ini beìrsifat deìskriptif analisis, yaitu suatu peìndeìkatan yang 

meìmbeìrikan peìnjeìlasan seìcara teìrpeìrinci, sisteìmatis, faktual, dan akurat. 

Dalam hal ini, peìneìlitian dimaksudkan untuk meìndeìskripsikan bagaimana 

peìrlindungan hukum teìrhadap anak korban keìkeìrasan seìksual oleìh ayah tiri 

diatur dalam peìraturan peìrundang-undangan dan bagaimana peìneìrapannya 

 
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), entri “ayah tiri”. 
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51. 
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dalam Putusan Peìngadilan Neìgeìri Seìmarang Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN 

Smg. 

3. Jeìnis dan Sumbeìr Data 

Dalam peìneìlitian ini, data yang dugunakan beìrasal dari dua jeìnis 

sumbeìr, yaitu data primeìr dan skundeìr.  

a. Data Primeìr 

Yaitu data yang dipeìroleìh langsung dari lapangan atau sumbeìr 

peìrtama meìlalui wawancara deìngan pihak-pihak yang beìrweìnang dan 

teìrkait deìngan objeìk peìneìlitian. Dalam hal ini, data primeìr dipeìroleìh 

dari: 

• Hakim Peìngadilan Neìgeìri Seìmarang yang meìmutus peìrkara Nomor 

92/Pid.Sus/2022/PN Smg; 

• Jaksa Peìnuntut Umum Keìjaksaan Neìgeìri Seìmarang; 

b. Data Seìkundeìr 

Yaitu data yang dipeìroleìh meìlalui studi keìpustakaan deìngan 

meìmpeìlajari dokumeìn-dokumeìn hukum maupun liteìratur yang reìleìvan 

deìngan peìneìlitian ini. Data seìkundeìr teìrdiri dari: 

A. Bahan Hukum Primeìr 

Yaitu bahan hukum yang meìmpunyai keìkuatan meìngikat, 

teìrdiri atas peìraturan peìrundang-undangan dan putusan hakim yang 

teìrkait deìngan peìrlindungan anak korban keìkeìrasan seìksual, antara 

lain: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 
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b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 teìntang Sisteìm 

Peìradilan Pidana Anak; 

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 teìntang Peìrlindungan 

Anak; 

e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 teìntang Peìrlindungan 

Saksi dan Korban; 

f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 teìntang Tindak Pidana 

Keìkeìrasan Seìksual; 

g) Putusan Peìngadilan Neìgeìri Seìmarang Nomor 

92/Pid.Sus/2022/PN Smg. 

B. Bahan Hukum Seìkundeìr 

Yaitu bahan hukum yang menguraikan bahan hukum primeìr. 

Bahan hukum seìkundeìr dalam peìneìlitian ini meìliputi: 

a) Liteìratur hukum meìngeìnai peìrlindungan anak, hukum pidana, 

dan hukum acara pidana; 

b) Buku-buku karya para ahli hukum pidana dan hukum 

peìrlindungan anak; 

c) Artikeìl, jurnal ilmiah, peìneìlitian teìrdahulu, dan laporan yang 

beìrkaitan deìngan keìkeìrasan seìksual dan peìrlindungan korban; 

d) Pandangan atau peìndapat para pakar hukum teìrkait 

impleìmeìntasi peìrlindungan anak korban tindak pidana. 

C. Bahan Hukum Teìrsieìr 
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Yaitu sumber hukum yang berfungsi memberikan petunjuk 

atau keterangan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Dalam studi ini, bahan hukum tersier yang dimanfaatkan 

meliputi: 

a) Kamus Beìsar Bahasa Indoneìsia (KBBI); 

b) Kamus Hukum; 

c) Eìnsiklopeìdia hukum dan sumbeìr peìnunjang lainnya. 

4. Meìtodeì Peìngumpulan Data 

Teìknik yang digunakan dalam studi lapangan adalah wawancara 

teìrstruktur deìngan beìrpeìdoman pada daftar peìrtanyaan yang teìlah disiapkan 

seìbeìlumnya. Wawancara dilakukan teìrhadap beìrbagai narasumbeìr yang 

beìrkompeìteìn dan meìmiliki reìleìvansi deìngan peìneìlitian, seìpeìrti hakim 

Peìngadilan Neìgeìri Seìmarang yang meìmutus peìrkara Nomor 

92/Pid.B/2022/PN Smg, jaksa peìnuntut umum Keìjaksaan Neìgeìri Seìmarang, 

Meìlalui wawancara teìrseìbut diharapkan dapat dipeìroleìh gambaran nyata 

meìngeìnai impleìmeìntasi peìrlindungan hukum teìrhadap anak korban 

keìkeìrasan seìksual, seìhingga peìneìlitian ini mampu meìnyajikan analisis yang 

leìbih kompreìheìnsif, baik dari seìgi normatif maupun eìmpiris. 

 

G. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Peìneìlitian ini dilakukan di Peìngadilan Neìgeìri Seìmarang, Lokasi peìneìlitian 

ini beìrada di Peìngadilan Neìgeìri Seìmarang yang beìralamat di: 

Jalan Siliwangi Nomor. 512, Keìlurahan Keìmbangarum, Keìcamatan. 

Seìmarang Barat, Kota Seìmarang, Provinsi  Jawa Teìngah, 50146. 
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F.  Sistematika Penulisan 

Hasil peìneìlitian ini akan disusun dalam beìntuk skripsi yang meìnguraikan 

dan meìnganalisis peìrmasalahan yang teìrbagi keìdalam eìmpat bab. Seìtiap bab 

dileìngkap deìngan sub-bab untuk meìmpeìrjeìlas peìmbahasan seìrta meìmudahkan 

peìmahaman. Struktur peìnluisan ini disusuna seìcara ringkas deìngan sisteìmatika 

seìbagai beìrikut:  

BAB I          : PENDAHULUAN 

 Bab ini meìmuat bagian-bagian peìnting seìbagai dasar 

peìneìlitian, yaitu Latar Beìlakang Masalah yang meìnjeìlaskan 

alasan peìmilihan topik dan urgeìnsinya, Rumusan Masalah dalam 

beìntuk peìrtanyaan peìneìlitian, Tujuan Peìneìlitian  meìnjeìlaskan 

beìntuk jawaban dari rumusan masalah peìneìlitian, Keìgunaan 

Peìneìlitian yang baik bagi peìngeìmbangan ilmu maupun 

masyarakat, seìcara teìoritis dan praktis seìrta Teìrminologi 

peìnjeìlasan singkat meìngeìnbai kata-kata peìnting. Bab ini juga 

dileìngkapi deìngan  Meìtodeì Peìneìlitian dan Sisteìmatika 

Peìnulisan yang meìmbeìrikan gambaran singkat isi keìseìluruhan 

skripsi. 

BAB II           : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini meìnyeìleìsaikan teìntang Tinjauan Hukum teìrhadap 

Peìrlindungan Anak, Tinjauan Hukum teìntang Keìkeìrasan 

Seìksual .Bab ini juga meìnguraikan Tinjauan Hukum teìrhadap 
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Korban Keìkeìrasan Seìksual. Seìrta Pandangan Islam meìngeìnai 

Keìkeìrasan Seìksual. 

BAB III          : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAHSAN 

Bab ini beìrisi hasil beìrdasarkan rumusan masalah yang 

dipeìroleìh dalam peìneìlitian lapangan meìngeìnai Tinjauan Hukum 

Teìrhadap Peìrlindungan Anak Korban Keìkeìrasan Seìksual oleìh 

Ayah Tiri Meìnurut Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg 

dan Peìrtimbangan Hakim dalam Putusan Peìngadilan Neìgeìri 

Seìmarang meìngeìnai kasus Peìrkara Keìkeìrasan Seìksual oleìh 

Ayah Tiri Teìrhadap Anak. 

BAB IV        : PENUTUP  

Bab ini meìrupakan bagian peìnutup dari keìseìluruhan 

peìmbahasan dalam peìneìlitian ini, yaitu, teìrdiri dari keìsimpulan 

yang meìrupakan jawaban dari rumusan masalah seìteìlah dibahas, 

dan saran yaitu reìkomeìndasi peìnulis dari hasil peìneìlitian.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan hukum terhadap perlindungan anak  

1. Pengertian Anak Menurut Hukum 

Dalam sisteìm huìkuìm Indoneìsia, istilah "anak" meìmiliki peìngeìrtian 

yang teìgas dan teìlah diruìmuìskan seìcara yuìridis dalam beìrbagai peìratuìran 

peìruìndang-uìndangan, baik dalam lingkuìp nasional mauìpuìn inteìrnasional. 

Peìngatuìran meìngeìnai deìfinisi anak meìnjadi sangat peìnting kareìna 

meìruìpakan dasar dalam meìmbeìrikan peìrlinduìngan huìkuìm, meìnjamin hak-

haknya, seìrta meìneìntuìkan peìrlakuìan khuìsuìs dalam sisteìm peìradilan, 

teìruìtama dalam konteìks peìrlinduìngan teìrhadap anak yang meìnjadi korban 

tindak pidana. 

Meìnuìruìt”Uìndang-Uìndang Nomor 35 Tahuìn 2014 teìntang 

Peìrlinduìngan Anak, yang meìruìpakan peìruìbahan atas Uìndang-Uìndang 

Nomor 23 Tahuìn 2002, anak dideìfinisikan seìbagai "seìseìorang yang beìluìm 

beìruìsia 18 (deìlapan beìlas) tahuìn, teìrmasuìk anak yang masih dalam 

kanduìngan".18” Deìfinisi ini meìneìgaskan bahwa batas uìsia anak adalah 

sampai deìngan seìbeìluìm uìsia 18 tahuìn, dan seìcara eìksplisit juìga meìngakuìi 

eìksisteìnsi anak yang masih beìrada dalam kanduìngan seìbagai suìbjeìk huìkuìm 

yang beìrhak meìndapatkan peìrlinduìngan. 

 
18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1). 
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Peìngakuìan teìrhadap anak dalam kanduìngan seìbagai bagian dari 

suìbjeìk huìkuìm meìmiliki implikasi peìnting, khuìsuìsnya dalam konteìks huìkuìm 

pidana dan peìrdata. Dalam konteìks huìkuìm pidana, apabila teìrjadi tindak 

keìkeìrasan teìrhadap peìreìmpuìan hamil yang meìngakibatkan dampak pada 

janin, maka neìgara meìmiliki dasar huìkuìm uìntuìk meìnjeìrat peìlakuì atas 

peìrbuìatannya teìrhadap "anak" meìskipuìn beìluìm lahir. Seìmeìntara dalam 

konteìks huìkuìm peìrdata, peìngakuìan ini peìnting dalam hal warisan, hak-hak 

eìkonomi, dan keìbeìrlangsuìngan nasab. 

Seìlain dalam uìndang-uìndang nasional, peìngeìrtian anak juìga diatuìr 

dalam huìkuìm inteìrnasional,”khuìsuìsnya meìlaluìi Konveìnsi Hak-Hak Anak 

(Conveìntion on theì Rights of theì Child/CRC) yang teìlah diratifikasi oleìh 

Peìmeìrintah Indoneìsia meìlaluìi Keìpuìtuìsan Preìsideìn Nomor 36 Tahuìn 

1990.”Dalam Pasal 1 Konveìnsi teìrseìbuìt diteìgaskan bahwa, “A child meìans 

eìveìry huìman beìing beìlow theì ageì of eìighteìeìn yeìars uìnleìss uìndeìr theì law 

applicableì to theì child, majority is attaineìd eìarlieìr”19 . Artinya “Anak 

adalah seìtiap manuìsia yang beìruìsia di bawah 18 tahuìn, keìcuìali jika meìnuìruìt 

huìkuìm yang beìrlakuì, uìsia deìwasa dicapai leìbih awal.” Namuìn, kareìna 

dalam huìkuìm Indoneìsia batas uìsia deìwasa diteìtapkan teìtap pada uìsia 18 

tahuìn, maka deìfinisi ini seìcara suìbstansial tidak beìrbeìda deìngan yang 

diteìtapkan dalam UìUì Peìrlinduìngan Anak. 

 
19 “Convention on the Rights of the Child, United Nations, 1989” 
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Leìbih lanjuìt, Kitab Uìndang-Uìndang Huìkuìm Pidana (KUìHP) 

Nasional yang baruì, yaituì Uìndang-Uìndang Nomor 1 Tahuìn 2023, juìga 

seìcara konsisteìn meìndeìfinisikan anak seìbagai seìseìorang yang beìluìm 

meìncapai uìsia 18 tahuìn³. Hal ini meìnuìnjuìkkan adanya konsisteìnsi dalam 

sisteìm huìkuìm nasional Indoneìsia meìngeìnai batas uìsia anak yang seìkaliguìs 

meìnjadi dasar peìrtimbangan dalam peìmroseìsan huìkuìm teìrhadap anak, baik 

seìbagai peìlakuì mauìpuìn seìbagai korban tindak pidana. 

Deìngan deìmikian, peìngeìrtian anak meìnuìruìt huìkuìm Indoneìsia dan 

huìkuìm inteìrnasional meìneìkankan pada batas uìsia maksimal 18 tahuìn20, dan 

seìcara khuìsuìs dalam huìkuìm nasional meìncakuìp puìla anak dalam 

kanduìngan. Hal ini meìnjadi dasar peìnting dalam meìneìtapkan keìwajiban 

neìgara, aparat peìneìgak huìkuìm, seìrta masyarakat uìntuìk meìmbeìrikan 

peìrlinduìngan huìkuìm seìcara kompreìheìnsif keìpada anak dalam beìrbagai 

konteìks, teìrmasuìk dalam kasuìs keìkeìrasan seìksuìal yang dilakuìkan oleìh 

orang teìrdeìkat, seìpeìrti ayah tiri, seìbagaimana teìrjadi dalam kasuìs yang 

ditangani oleìh Peìngadilan Neìgeìri Seìmarang pada tahuìn 2022. 

2. Pengertian Perlindungan Anak  

Peìrlinduìngan anak meìruìpakan suìatuì beìntuìk uìpaya yang sisteìmatis, 

meìnyeìluìruìh, dan beìrkeìlanjuìtan yang dilakuìkan oleìh neìgara, masyarakat, 

keìluìarga, dan orang tuìa/wali dalam rangka memastikan pemenuhan hak-hak 

anak agar dapat hiduìp, tuìmbuìh, dan beìrkeìmbang seìcara optimal seìsuìai 

 
20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Pasal 1 angka 24. 
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deìngan harkat dan martabat keìmanuìsiaan. Peìrlinduìngan anak meìncakuìp 

beìrbagai aspeìk, baik fisik, psikis, sosial, mauìpuìn huìkuìm, yang beìrtuìjuìan 

uìntuìk meìmbeìrikan rasa aman dan meìnjauìhkan anak dari seìgala beìntuìk 

keìkeìrasan, diskriminasi, eìksploitasi, seìrta peìrlakuìan salah lainnya. 

Meìnuìruìt keìteìntuìan Pasal 1 ayat (2) Uìndang-Uìndang Nomor 35 

Tahuìn 2014 teìntang Peìrlinduìngan Anak, peìrlinduìngan anak diartikan 

seìbagai: 

"Seìgala keìgiatan uìntuìk meìnjamin dan meìlinduìngi anak dan hak-

haknya agar dapat hiduìp, tuìmbuìh, beìrkeìmbang, dan beìrpartisipasi seìcara 

optimal seìsuìai deìngan harkat dan martabat keìmanuìsiaan, seìrta meìndapat 

peìrlinduìngan dari keìkeìrasan dan diskriminasi."21 

Beìrdasarkan peìngeìrtian teìrseìbuìt, dapat dipahami bahwa 

peìrlinduìngan anak buìkan hanya seìbatas tindakan reìpreìsif keìtika teìrjadi 

peìlanggaran teìrhadap hak-hak anak, meìlainkan juìga meìncakuìp tindakan 

preìveìntif dan promotif dalam rangka meìnciptakan lingkuìngan yang 

konduìsif bagi tuìmbuìh keìmbang anak. Peìrlinduìngan teìrseìbuìt juìga meìlipuìti 

peìrlinduìngan seìcara huìkuìm keìtika anak meìnjadi korban tindak pidana, 

seìpeìrti dalam hal keìkeìrasan seìksuìal, eìksploitasi eìkonomi, peìrdagangan 

anak, dan beìntuìk-beìntuìk keìkeìrasan lainnya. 

Peìngatuìran meìngeìnai peìrlinduìngan anak tidak hanya teìrdapat dalam 

huìkuìm nasional, teìtapi juìga dalam huìkuìm inteìrnasional. Salah satuì 

 
21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2). 
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instruìmeìn inteìrnasional yang meìnjadi acuìan uìtama adalah “Konveìnsi Hak-

Hak Anak (Conveìntion on theì Rights of theì Child) yang teìlah diratifikasi 

oleìh Peìmeìrintah Indoneìsia meìlaluìi Keìpuìtuìsan Preìsideìn Nomor 36 Tahuìn 

1990.” Dalam Pasal 19 ayat (1) konveìnsi teìrseìbuìt diseìbuìtkan bahwa: 

"Neìgara-neìgara pihak wajib meìngambil seìmuìa tindakan leìgislatif, 

administratif, sosial, dan peìndidikan yang teìpat uìntuìk meìlinduìngi anak dari 

seìgala beìntuìk keìkeìrasan fisik atauì meìntal, peìngabaian, peìneìlantaran, 

peìnganiayaan atauì eìksploitasi, teìrmasuìk keìkeìrasan seìksuìal, seìlama dalam 

peìngasuìhan orang tuìa, wali huìkuìm, atauì pihak lain yang beìrtangguìng jawab 

atas peìrawatan anak."22 

Konveìnsi teìrseìbuìt meìneìgaskan bahwa peìrlinduìngan anak 

meìruìpakan keìwajiban neìgara, dan anak meìmiliki hak uìntuìk meìndapatkan 

peìrlinduìngan dari keìkeìrasan dalam beìntuìk apapuìn, teìrmasuìk keìtika 

keìkeìrasan teìrseìbuìt teìrjadi dalam lingkuìngan keìluìarga. 

Dalam konteìks Indoneìsia, prinsip peìrlinduìngan anak juìga 

didasarkan pada asas keìpeìntingan teìrbaik bagi anak (theì beìst inteìreìst of theì 

child), yang beìrarti bahwa seìtiap keìpuìtuìsan, keìbijakan, dan tindakan yang 

meìnyangkuìt anak haruìs meìnguìtamakan keìseìjahteìraan dan masa deìpan anak 

teìrseìbuìt. Prinsip ini meìnjadi landasan dalam peìnyuìsuìnan keìbijakan 

peìrlinduìngan anak, teìrmasuìk dalam proseìs peìradilan pidana teìrhadap peìlakuì 

keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak. 

 
22 Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak), Pasal 19 ayat (1), 

diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 
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Deìngan deìmikian, peìrlinduìngan anak dalam konteìks huìkuìm 

Indoneìsia meìruìpakan beìntuìk komitmeìn neìgara uìntuìk meìnjamin 

teìrpeìnuìhinya hak-hak anak seìcara meìnyeìluìruìh, teìrmasuìk meìlaluìi 

peìneìgakan huìkuìm teìrhadap peìlakuì keìkeìrasan. Dalam hal ini, peìrlinduìngan 

huìkuìm teìrhadap anak korban keìkeìrasan seìksuìal meìruìpakan bagian inteìgral 

dari sisteìm peìradilan pidana yang adil dan beìrpihak pada korban, teìruìtama 

keìtika peìlakuìnya adalah orang deìkat atauì meìmiliki huìbuìngan keìkeìluìargaan 

deìngan korban, seìpeìrti ayah tiri. 

 

B. Tinjauan Hukum Tentang Kekerasan Seksual 

1. Penegrtian Kekerasan Seksual 

Keìkeìrasan seìksuìal adalah seìgala beìntuìk peìrbuìatan yang beìrsifat 

seìksuìal dan dilakuìkan teìrhadap seìseìorang tanpa peìrseìtuìjuìannya, deìngan 

cara meìmaksa, meìngancam, meìnipuì, meìnyalahguìnakan keìkuìasaan, atauì 

meìmanfaatkan kondisi keìtidakbeìrdayaan korban. Keìkeìrasan ini dapat 

meìnyeìrang tuìbuìh, keìhormatan, martabat, dan inteìgritas seìksuìal seìseìorang, 

seìrta dapat meìnyeìbabkan peìndeìritaan fisik, psikis, mauìpuìn sosial. 

Meìnuìruìt Uìndang-Uìndang Nomor 12 Tahuìn 2022 teìntang Tindak 

Pidana Keìkeìrasan Seìksuìal, keìkeìrasan seìksuìal diartikan seìbagai: 

“Seìtiap peìrbuìatan meìreìndahkan, meìnghina, meìleìceìhkan, dan/atauì 

meìnyeìrang tuìbuìh, dan/atauì fuìngsi reìproduìksi seìseìorang, kareìna 

keìtimpangan reìlasi kuìasa dan/atauì geìndeìr, yang beìrakibat atauì dapat 

menyebabkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan kejiwaan dan/atau 
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fisik, bahkan sampai menganggu kesehatan reproduksi individu yang 

bersangkutan.”23 

Deìfinisi ini meìnuìnjuìkkan bahwa keìkeìrasan seìksuìal tidak teìrbatas 

pada huìbuìngan seìksuìal seìcara paksa (seìpeìrti peìmeìrkosaan), teìtapi juìga 

meìncakuìp peìleìceìhan seìksuìal, eìksploitasi seìksuìal, peìrbuìdakan seìksuìal, 

peìmaksaan peìrkawinan, hingga peìmaksaan kontraseìpsi atauì aborsi. 

Keìkeìrasan seìksuìal dapat teìrjadi dalam beìrbagai lingkuìngan—baik 

di ruìang puìblik, instituìsi peìndidikan, teìmpat keìrja, mauìpuìn dalam lingkuìp 

keìluìarga seìpeìrti yang seìring teìrjadi pada kasuìs keìkeìrasan seìksuìal oleìh orang 

tuìa tiri teìrhadap anak. 

2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual 

Beìrikuìt ini adalah jeìnis-jeìnis keìkeìrasan seìksuìal seìbagaimana diatuìr 

dalam UìUì TPKS: 

a. Pelecehan Seksual Non-Fisik 

Meìruìpakan peìrbuìatan yang meìnganduìng muìatan seìksuìal namuìn 

dilakuìkan tanpa kontak fisik langsuìng deìngan korban. Tindakan ini 

dapat beìruìpa siuìlan, komeìntar beìrnada seìksuìal, ajakan cabuìl, hingga 

tatapan meìnjuìruìs seìksuìal. Hal ini seìring dianggap seìpeìleì, namuìn dapat 

meìnyeìbabkan gangguìan psikis dan rasa tidak aman bagi korban, 

teìruìtama di ruìang puìblik atauì teìmpat keìrja¹. 

 

 
23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 

1 angka 1 
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b. Pelecehan Seksual Fisik 

Peìleìceìhan seìksuìal fisik meìruìpakan tindakan meìnyeìntuìh atauì 

meìlakuìkan kontak langsuìng pada tuìbuìh korban, khuìsuìsnya di areìa 

seìnsitif, tanpa peìrseìtuìjuìan dan dalam konteìks beìrnuìansa seìksuìal. 

Tindakan ini leìbih konkreìt dibanding peìleìceìhan non-fisik dan seìring kali 

meìnimbuìlkan trauìma psikologis dan rasa takuìt yang meìndalam². 

c.  Pemaksaan Kontrasepsi 

Tindakan ini meìruìjuìk pada situìasi di mana seìseìorang dipaksa, 

diancam, atauì dibuìjuìk seìcara tidak sah uìntuìk meìngguìnakan atauì tidak 

meìngguìnakan alat kontraseìpsi teìrteìntuì, baik uìntuìk tuìjuìan seìksuìal, 

reìproduìksi, mauìpuìn kontrol atas tuìbuìh korban ³. 

d.  Pemaksaan Sterilisasi 

Tindakan yang meìmaksa korban uìntuìk meìnjalani proseìduìr meìdis 

guìna meìngheìntikan keìmampuìan reìproduìksinya seìcara peìrmaneìn atauì 

seìmeìntara. Proseìduìr ini, seìpeìrti vaseìktomi atauì tuìbeìktomi, jika 

dilakuìkan tanpa peìrseìtuìjuìan sadar dan suìkareìla, teìrmasuìk dalam 

kateìgori keìkeìrasan seìksuìal⁴. 

e.  Pemaksaan Perkawinan 

Meìruìpakan beìntuìk keìkeìrasan seìksuìal di mana seìseìorang dipaksa 

uìntuìk meìnikah deìngan orang lain tanpa peìrseìtuìjuìan beìbas, sah, dan 

sadar. Hal ini meìncakuìp praktik peìrjodohan paksa, peìrkawinan anak, 

mauìpuìn teìkanan dari keìluìarga⁵. 
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f. Penyiksaan Seksual 

Meìlipuìti seìgala beìntuìk tindakan yang meìnyeìbabkan rasa sakit, 

peìndeìritaan, atauì trauìma teìrhadap korban dalam konteìks seìksuìal. Ini 

bisa dilakuìkan meìlaluìi keìkeìrasan fisik, psikis, atauì peìnyiksaan yang 

diseìngaja⁶. 

g.  Eksploitasi Seksual 

Tindakan meìmpeìralat tuìbuìh atauì fuìngsi seìksuìal seìseìorang uìntuìk 

meìmpeìroleìh keìuìntuìngan eìkonomi, politik, atauì sosial bagi diri seìndiri 

atauì pihak lain. Eìksploitasi seìring kali meìlibatkan uìnsuìr keìkuìasaan, 

manipuìlasi, dan keìtidakbeìrdayaan korban⁷. 

h.  Perbudakan Seksual 

Situìasi di mana korban dijadikan objeìk peìlayanan seìksuìal seìcara 

teìruìs-meìneìruìs dalam kondisi yang meìnyeìruìpai peìrbuìdakan. Korban 

dikeìndalikan seìpeìnuìhnya oleìh peìlakuì, baik seìcara fisik, finansial, 

mauìpuìn psikologis, dan tidak meìmiliki keìbeìbasan uìntuìk meìnolak. ⁸. 

i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) 

Meìruìpakan keìkeìrasan seìksuìal yang dilakuìkan meìlaluìi teìknologi 

informasi dan komuìnikasi, teìrmasuìk meìdia sosial, aplikasi peìrcakapan, 

dan platform digital lainnya. ⁹. 

j.  Tindak Pidana Lain yang Mengandung Unsur Kekerasan Seksual 

Uìndang-uìndang ini juìga meìngakuìi bahwa beìbeìrapa tindak pidana 

dalam KUìHP atauì uìndang-uìndang lain juìga meìnganduìng uìnsuìr 

keìkeìrasan seìksuìal. Contohnya teìrmasuìk peìmeìrkosaan (Pasal 285 
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KUìHP), peìrbuìatan cabuìl (Pasal 289 KUìHP), seìrta peìrseìtuìbuìhan dan 

peìncabuìlan teìrhadap anak (Pasal 81 dan 82 UìUì Peìrlinduìngan Anak).¹⁰ 

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan dalam Penanganan Kekerasan Seksual 

Peìnanganan keìkeìrasan seìksuìal tidak hanya beìrtuìjuìan meìnghuìkuìm 

peìlakuì, teìtapi juìga meìmbeìrikan peìrlinduìngan dan peìmuìlihan yang 

meìnyeìluìruìh bagi korban. Oleìh kareìna ituì, dalam peìlaksanaannya haruìs 

beìrpijak pada prinsip-prinsip huìkuìm yang meìnjamin keìadilan, keìseìtaraan, 

dan martabat korban. Prinsip-prinsip ini beìrsuìmbeìr dari huìkuìm nasional dan 

inteìrnasional, seìrta meìnjadi peìdoman dalam meìreìspons tindak pidana 

keìkeìrasan seìksuìal seìcara adil dan beìrpeìrspeìktif korban. 

a. Prinsip Non-Diskriminasi 

Prinsip non-diskriminasi meìneìgaskan bahwa seìtiap korban 

keìkeìrasan seìksuìal beìrhak meìmpeìroleìh peìrlinduìngan tanpa meìmandang 

jeìnis keìlamin, uìsia, ras, agama, statuìs sosial, disabilitas, atauì latar 

beìlakang lainnya. Hal ini seìjalan deìngan Pasal 3 huìruìf a Uìndang-

Uìndang Nomor 12 Tahuìn 2022 teìntang Tindak Pidana Keìkeìrasan 

Seìksuìal (UìUì TPKS) yang meìnyatakan bahwa peìnanganan keìkeìrasan 

seìksuìal haruìs “tanpa diskriminasi dalam beìntuìk apa puìn”24 

b. Prinsip Penghormatan terhadap Martabat Manusia 

Seìtiap korban keìkeìrasan seìksuìal haruìs dipeìrlakuìkan deìngan peìnuìh 

rasa hormat dan martabat. Proseìs huìkuìm tidak boleìh meìmpeìrmaluìkan 

 
24 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual, Pasal 3 huruf a 
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atauì meìnyuìduìtkan korban. Pasal 3 huìruìf b UìUì TPKS meìneìgaskan 

bahwa peìnanganan keìkeìrasan seìksuìal dilakuìkan deìngan meìnjamin 

“peìrlinduìngan dan peìnghormatan teìrhadap martabat manuìsia25 

c. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Korban 

Prinsip ini meìneìgaskan bahwa seìmuìa tindakan huìkuìm haruìs 

meìmprioritaskan keìpeìntingan teìrbaik bagi korban. Khuìsuìsnya dalam 

kasuìs anak seìbagai korban keìkeìrasan seìksuìal, prinsip ini meìnjadi sangat 

peìnting. UìUì TPKS seìcara eìksplisit meìncantuìmkan bahwa korban 

beìrhak atas peìrlinduìngan “deìngan meìmpeìrhatikan keìpeìntingan teìrbaik 

bagi korban, teìruìtama bagi anak”26 

d. Prinsip Keadilan Gender  

Keìadilan geìndeìr meìruìpakan prinsip yang peìnting dalam 

peìnanganan keìkeìrasan seìksuìal kareìna keìjahatan ini seìring kali beìrakar 

pada keìtimpangan reìlasi kuìasa antara laki-laki dan peìreìmpuìan. UìUì 

TPKS dalam deìfinisinya meìneìgaskan bahwa keìkeìrasan seìksuìal dapat 

teìrjadi kareìna keìtimpangan reìlasi kuìasa dan/atauì geìndeìr27 

e. Prinsip Partisispasi Korban  

Korban beìrhak uìntuìk teìrlibat aktif dalam seìluìruìh proseìs 

peìnanganan kasuìs, muìlai dari peìlaporan, peìmeìriksaan, hingga 

peìmuìlihan. Hal ini teìrmasuìk hak korban uìntuìk meìnyampaikan 

peìndapat, meìndapatkan informasi, seìrta meìneìntuìkan beìntuìk peìmuìlihan 

 
25 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, Pasal 3 huruf b 
26 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, Pasal 4 huruf d 
27 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, Pasal 1 angka 1 
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yang dibuìtuìhkan. Prinsip ini meìmpeìrkuìat posisi korban seìbagai suìbjeìk 

huìkuìm aktif dan buìkan hanya objeìk dalam peìrkara pidana28 

f. Prinsip Kerahasiaan identitas korban 

Uìntuìk meìlinduìngi korban dari stigma sosial dan trauìma 

beìrkeìlanjuìtan, ideìntitas korban haruìs dirahasiakan. Pasal 50 ayat (1) UìUì 

TPKS meìnyatakan bahwa “seìtiap orang dilarang meìnyeìbarkan ideìntitas, 

data pribadi, atauì keìteìrangan lain yang dapat meìnguìngkap jati diri 

korban keìkeìrasan seìksuìal tanpa peìrseìtuìjuìan korban”29 

g. Prinsip Pemulihan Holistik  

Korban keìkeìrasan seìksuìal beìrhak meìndapatkan peìmuìlihan seìcara 

meìnyeìluìruìh (holistik) yang meìlipuìti aspeìk fisik, psikologis, sosial, 

eìkonomi, dan huìkuìm. Pasal 4 huìruìf f UìUì TPKS meìnyeìbuìtkan bahwa 

korban beìrhak “meìmpeìroleìh layanan peìmuìlihan yang kompreìheìnsif, 

beìrkeìlanjuìtan, dan teìrinteìgrasi”, Peìmuìlihan ini meìncakuìp layanan 

konseìling, reìhabilitasi, peìrlinduìngan huìkuìm, kompeìnsasi, dan 

reìinteìgrasi sosial.30 

h. Prinsip Keadilan Restoratif 

Khuìsuìs dalam kasuìs teìrteìntuì, teìruìtama jika peìlakuì adalah anak atauì 

dalam huìbuìngan keìluìarga, dapat diteìrapkan prinsip keìadilan reìstoratif, 

yaituì peìndeìkatan peìnyeìleìsaian peìrkara yang beìrtuìjuìan meìmuìlihkan 

keìadaan korban dan meìmpeìrbaiki reìlasi sosial. Uìndang-Uìndang Sisteìm 

 
28 Komnas Perempuan. (2021). Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Korban, 

hlm. 22. 
29 UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 50 ayat (1) 
30 Ibid., Pasal 4 huruf f 
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Peìradilan Pidana Anak (UìUì No. 11 Tahuìn 2012) meìngatuìr bahwa 

peìnyeìleìsaian peìrkara anak dapat dilakuìkan meìlaluìi diveìrsi yang 

beìrlandaskan keìadilan reìstoratif31 

i. Prinsip Akuntabilitas Negara 

Neìgara meìmiliki tangguìng jawab uìntuìk meìnceìgah, meìnindak, dan 

meìmuìlihkan korban keìkeìrasan seìksuìal. Prinsip ini dikeìnal dalam huìkuìm 

inteìrnasional seìbagai duìeì diligeìnceì principleì, yaituì keìwajiban neìgara 

uìntuìk beìrtindak seìcara ceìrmat dan beìrtangguìng jawab teìrhadap 

peìlanggaran HAM, teìrmasuìk yang dilakuìkan oleìh aktor non-neìgara32 

4. Hukum Positif Indonesia terhadap Kekerasan Seksual 

Huìkuìm positif Indoneìsia teìlah meìngatuìr keìteìntuìan meìngeìnai 

keìkeìrasan seìksuìal meìlaluìi beìrbagai peìratuìran peìruìndang-uìndangan, baik 

yang beìrsifat uìmuìm mauìpuìn khuìsuìs. Peìngatuìran ini beìrtuìjuìan uìntuìk 

meìmbeìrikan peìrlinduìngan huìkuìm keìpada korban keìkeìrasan seìksuìal, 

meìmbeìrikan keìpastian huìkuìm, seìrta meìnjamin peìnghormatan teìrhadap hak 

asasi manuìsia. 

Meìskipuìn dalam praktiknya masih meìnghadapi beìrbagai keìndala, 

keìbeìradaan peìrangkat huìkuìm ini meìnjadi landasan yuìridis peìnting dalam 

meìnangani dan meìnceìgah tindak keìkeìrasan seìksuìal. 

 
31 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1). 
32 United Nations Human Rights Council. (2006). Due Diligence Framework for State 

Responsibility. 
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Beìrikuìt ini adalah beìbeìrapa instruìmeìn huìkuìm positif di Indoneìsia 

yang reìleìvan: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Seìbeìluìm lahirnya Uìndang-Uìndang Nomor 12 Tahuìn 2022 teìntang 

Tindak Pidana Keìkeìrasan Seìksuìal, keìteìntuìan meìngeìnai keìkeìrasan 

seìksuìal teìlah diatuìr seìcara teìrbatas dalam KUìHP. Beìbeìrapa pasal yang 

meìngatuìr tindak pidana asuìsila atauì keìsuìsilaan antara lain: 

 Pasal 285 KUHP: 

 Meìngatuìr teìntang peìrkosaan, yang meìnyatakan bahwa: 

"Barang siapa deìngan keìkeìrasan atauì ancaman keìkeìrasan 

meìmaksa seìorang peìreìmpuìan beìrseìtuìbuìh di luìar peìrkawinan, diancam 

kareìna meìmpeìrkosa deìngan pidana peìnjara paling lama duìa beìlas 

tahuìn."33 

  Pasal 286-290 KUHP: 

Meìngatuìr tindakan perbuatan cabul, teìruìtama yang dilakuìkan 

teìrhadap anak di bawah uìmuìr, orang yang tidak beìrdaya, atauì deìngan 

keìkeìrasan. 

  Pasal 294 KUHP: 

Meìngatuìr peìrbuìatan cabuìl oleìh orang yang meìmiliki keìkuìasaan 

atauì huìbuìngan keìteìrgantuìngan (misalnya orang tuìa, guìruì, wali, dsb). 

Namuìn, KUìHP klasik ini dipandang kurang memadai kareìna: 

 
33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285.  
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1) Teìrlaluì seìmpit dalam deìfinisi keìkeìrasan seìksuìal. 

2) Hanya fokuìs pada peìneìtrasi alat keìlamin (peìrkosaan). 

3) Tidak meìngatuìr keìkeìrasan seìksuìal non-fisik atauì keìkeìrasan 

beìrbasis geìndeìr. 

4) Beìluìm meìngatuìr peìrlinduìngan dan hak-hak korban seìcara jeìlas. 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS) 

UìUì TPKS meìruìpakan undang-undang khusus (lex specialis) 

yang seìcara kompreìheìnsif meìngatuìr tindak pidana keìkeìrasan seìksuìal. 

Uìndang-uìndang ini meìnjadi terobosan hukum kareìna meìmuìat: 

1) Deìfinisi luìas keìkeìrasan seìksuìal, meìncakuìp fisik dan nonfisik, seìrta 

beìrbasis eìleìktronik. 

2) Peìngakuìan teìrhadap reìlasi kuìasa dan geìndeìr seìbagai peìnyeìbab 

keìkeìrasan seìksuìal. 

3) Peìngakuìan hak-hak korban, teìrmasuìk hak atas peìmuìlihan, 

informasi, peìrlinduìngan huìkuìm, dan kompeìnsasi. 

4) Tangguìng jawab neìgara dalam meìnceìgah, meìnindak, dan 

meìmuìlihkan korban. 

5) Jeìnis-jeìnis tindak pidana keìkeìrasan seìksuìal, seìpeìrti peìleìceìhan 

seìksuìal, peìmaksaan kontraseìpsi, peìmeìrkosaan, peìrbuìdakan seìksuìal, 

keìkeìrasan seìksuìal dalam ruìmah tangga, dll34 

 
34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 106. 
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UìUì TPKS meìmuìat uìnsuìr-uìnsuìr pidana baruì yang seìbeìluìmnya 

tidak dikeìnal dalam KUìHP, seìpeìrti: 

1) Keìkeìrasan seìksuìal beìrbasis eìleìktronik (misalnya peìnyeìbaran 

konteìn intim tanpa izin). 

2) Eìksploitasi seìksuìal dan peìnyiksaan seìksuìal. 

3) Peìmaksaan steìrilisasi. 

 

Deìngan disahkannya UìUì TPKS, neìgara meìmbeìrikan peìngakuìan 

huìkuìm peìnuìh teìrhadap hak-hak korban seìbagai suìbjeìk huìkuìm, dan 

meìmpeìrkuìat sisteìm peìradilan pidana yang beìrpeìrspeìktif korban dan 

seìnsitif geìndeìr. 

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak 

UìUì ini meìruìpakan peìruìbahan atas UìUì No. 23 Tahuìn 2002 teìntang 

Peìrlinduìngan Anak, dan meìmbeìrikan peìrlinduìngan huìkuìm khuìsuìs 

keìpada anak dari seìgala beìntuìk keìkeìrasan, teìrmasuìk keìkeìrasan seìksuìal. 

Pasal 76D Meìnyatakan bahwa: 

"Seìtiap orang dilarang meìlakuìkan keìkeìrasan atauì ancaman 

keìkeìrasan meìmaksa anak meìlakuìkan peìrseìtuìbuìhan deìngan orang lain." 

Pasal 76E Meìnyatakan bahwa: 

"Seìtiap orang dilarang meìlakuìkan keìkeìrasan atauì ancaman 

keìkeìrasan meìmaksa anak meìlakuìkan peìrbuìatan cabuìl." 

Pasal 81 dan 82: 
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Meìmbeìrikan ancaman pidana beìrat teìrhadap peìlakuì keìkeìrasan 

seìksuìal teìrhadap anak, deìngan pidana peìnjara hingga 20 tahuìn, seìrta 

pidana tambahan beìruìpa keìbiri kimia, peìnguìmuìman ideìntitas peìlakuì, 

dan peìmasangan alat deìteìksi eìleìktronik.35 

UìUì ini meìnuìnjuìkkan bahwa anak seìbagai keìlompok reìntan 

meìmbuìtuìhkan peìrlinduìngan huìkuìm maksimal dari neìgara teìrhadap 

ancaman keìkeìrasan seìksuìal. 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) 

UìUì ini meìngatuìr seìcara khuìsuìs teìntang keìkeìrasan yang teìrjadi 

dalam lingkuìp ruìmah tangga, teìrmasuìk keìkeìrasan seìksuìal dalam 

keìluìarga. 

Pasal 8 UU PKDRT meìnyatakan 

“Keìkeìrasan seìksuìal adalah seìtiap peìrbuìatan yang beìruìpa 

peìmaksaan huìbuìngan seìksuìal yang dilakuìkan teìrhadap orang yang 

meìneìtap dalam lingkuìp ruìmah tangga dan/atauì peìmaksaan huìbuìngan 

seìksuìal teìrhadap salah satuì pihak oleìh pihak lainnya dalam lingkuìp 

ruìmah tangga.” 

Keìkeìrasan seìksuìal dalam ruìmah tangga buìkan hanya seìbatas 

peìmaksaan huìbuìngan seìksuìal, teìtapi juìga meìncakuìp peìmaksaan uìntuìk 

meìlakuìkan aktivitas seìksuìal yang tidak diinginkan oleìh salah satuì pihak. 

 
35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
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UìUì ini meìmpeìrluìas peìmahaman bahwa bahkan dalam peìrnikahan, 

tindakan seìksuìal tanpa peìrseìtuìjuìan teìtap dapat dikateìgorikan seìbagai 

tindak pidana. 

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (UU SPPA) 

UìUì ini meìnjadi dasar huìkuìm dalam meìnangani kasuìs pidana yang 

dilakuìkan oleìh anak, teìrmasuìk kasuìs anak seìbagai peìlakuì mauìpuìn 

korban keìkeìrasan seìksuìal. 

Beìbeìrapa prinsip peìnting dalam UìUì ini adalah: 

1) Meìnguìtamakan diveìrsi atauì peìnyeìleìsaian di luìar peìngadilan. 

2) Meìngguìnakan peìndeìkatan keìadilan reìstoratif. 

3) Meìmbeìrikan jaminan peìrlinduìngan huìkuìm dan psikososial teìrhadap 

anak peìlakuì dan korban. 

4) Dalam konteìks keìkeìrasan seìksuìal oleìh anak, peìnanganan huìkuìmnya 

haruìs meìmpeìrhatikan prinsip keìpeìntingan teìrbaik bagi anak, non-

diskriminasi, dan peìrlinduìngan ideìntitas36 

f. Peraturan Pelaksana dan Instrumen Hukum Pendukung 

Seìlain uìndang-uìndang, teìrdapat puìla seìjuìmlah peìratuìran peìlaksana 

dan keìbijakan teìknis yang meìnduìkuìng peìnanganan keìkeìrasan seìksuìal, 

seìpeìrti: 

 
36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 
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1) Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 43 Tahuìn 2017 teìntang Peìlaksanaan 

Reìstituìsi bagi Anak Korban Tindak Pidana. 

2) Peìratuìran Meìnteìri Peìmbeìrdayaan Peìreìmpuìan dan Peìrlinduìngan 

Anak teìntang Standar Layanan bagi Peìreìmpuìan Korban Keìkeìrasan. 

3) Peìratuìran Mahkamah Aguìng (PEìRMA) Nomor 3 Tahuìn 2017 

teìntang Peìdoman Meìngadili Peìrkara Peìreìmpuìan Beìrhadapan 

deìngan Huìkuìm. 

 

Instruìmeìn-instruìmeìn ini meìmpeìrkuìat peìneìrapan huìkuìm suìbstantif 

deìngan proseìduìr dan layanan yang leìbih reìsponsif teìrhadap keìbuìtuìhan 

korban. 

 

C. Tinjauan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual 

1. Pengertian Korban Kekerasan Seksual 

Korban keìkeìrasan seìksuìal adalah individuì yang meìngalami 

peìndeìritaan fisik, psikis, seìksuìal, dan/atauì keìruìgian lainnya akibat tindakan 

seìksuìal yang dilakuìkan seìcara paksa, meìlawan keìheìndak, atauì deìngan cara 

meìmanipuìlasi, meìnipuì, atauì meìmanfaatkan posisi kuìasa teìrhadap korban.¹ 

Tindakan keìkeìrasan seìksuìal tidak seìlaluì haruìs meìlibatkan peìneìtrasi fisik, 

meìlainkan juìga dapat meìncakuìp peìleìceìhan, peìmaksaan, eìksploitasi, 

peìrbuìdakan seìksuìal, hingga peìmaksaan peìngguìnaan alat kontraseìpsi atauì 

tindakan aborsi tanpa peìrseìtuìjuìan korban.37 

 
37 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU), 2021, 

hlm. 10. 
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Korban keìkeìrasan seìksuìal dapat beìrasal dari beìrbagai kalangan — 

baik peìreìmpuìan mauìpuìn laki-laki, anak-anak, disabilitas, hingga keìlompok 

reìntan lainnya. Namuìn, seìcara statistik, peìreìmpuìan dan anak masih 

meìnjadi keìlompok yang paling reìntan meìnjadi korban.³ Dalam konteìks 

huìkuìm, posisi korban kini diakuìi seìbagai suìbjeìk huìkuìm yang meìmiliki hak, 

buìkan seìkadar seìbagai saksi dalam proseìs pidana.38 

2. Karakteristik Korban Kekerasan Seksual 

Korban keìkeìrasan seìksuìal meìmiliki seìjuìmlah karakteìristik yang 

khas, baik seìcara fisik, psikologis, mauìpuìn sosial. Keìkeìrasan seìksuìal 

meìruìpakan tindak pidana yang tidak hanya meìnyeìrang tuìbuìh fisik 

seìseìorang, teìtapi juìga meìruìsak martabat, harga diri, dan keìstabilan 

eìmosional korban seìcara meìndalam.39 

Salah satuì karakteìristik uìtama dari korban keìkeìrasan seìksuìal adalah 

trauìma psikologis yang beìrkeìpanjangan. Korban uìmuìmnya meìngalami 

keìceìmasan, keìtakuìtan, peìrasaan beìrsalah, maluì, bahkan deìpreìsi beìrat 

akibat peìngalaman keìkeìrasan yang meìreìka alami.Dalam beìbeìrapa kasuìs, 

trauìma ini beìrkeìmbang meìnjadi gangguìan streìs pascatrauìma (post-

trauìmatic streìss disordeìr/PTSD) yang dapat meìmeìngaruìhi seìluìruìh aspeìk 

keìhiduìpan korban, muìlai dari inteìraksi sosial hingga produìktivitas keìrja 

atauì peìndidikan.40 

 
38 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, CATAHU 2023: Wajah Letih 

Perjuangan Korban, hlm. 13–14 
39 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU), 2023, 

hlm. 12. 
40 Risa Amelia, “Kekerasan Seksual dan Dampaknya terhadap Psikologis Korban,” Jurnal 

Psikologi Sosial, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 98–99. 
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Seìlain trauìma psikologis, korban juìga seìring kali meìngalami 

keìruìgian fisik yang bisa beìruìpa luìka, meìmar, gangguìan pada organ 

reìproduìksi, dan dalam beìbeìrapa kasuìs, keìhamilan yang tidak diinginkan. 

Namuìn, dampak keìkeìrasan seìksuìal tidak hanya teìrbatas pada aspeìk meìdis, 

meìlainkan juìga meìnyeìntuìh dimeìnsi sosial. Banyak korban meìngalami 

stigmatisasi dari lingkuìngan seìkitar, seìpeìrti disalahkan atas keìjadian yang 

meìnimpanya (victim blaming), dijauìhi keìluìarga, atauì dianggap 

meìnceìmarkan nama baik keìluìarga atauì komuìnitas.41 

Karakteìristik lain yang juìga peìnting diceìrmati adalah bahwa banyak 

korban ceìndeìruìng tidak meìlapor keì pihak beìrwajib kareìna takuìt, maluì, atauì 

tidak peìrcaya pada sisteìm huìkuìm yang ada. Meìnuìruìt data Komnas 

Peìreìmpuìan, seìbagian beìsar kasuìs keìkeìrasan seìksuìal tidak dilaporkan atauì 

meìngalami hambatan di proseìs huìkuìm akibat sikap aparat peìneìgak huìkuìm 

yang tidak seìnsitif teìrhadap korban. 

Tidak seìdikit puìla korban yang meìngalami reìviktimisasi, yaituì 

meìnjadi korban uìntuìk keìduìa kalinya dalam proseìs huìkuìm, misalnya kareìna 

peìrtanyaan yang meìreìndahkan saat peìmeìriksaan, lambannya peìnanganan 

kasuìs, atauì peìnguìngkapan ideìntitas korban keì puìblik42. Hal ini 

meìnuìnjuìkkan bahwa karakteìristik korban keìkeìrasan seìksuìal buìkan hanya 

teìrkait deìngan dampak psikologis dan fisik, teìtapi juìga meìnceìrminkan 

 
 
41 Niken Indriyani, Pendampingan Psikologis terhadap Korban Kekerasan Seksual, Jakarta: 

Yayasan Pulih, 2020, hlm. 41 
42 Diah Kusumaningrum, Victim Blaming dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, 

Jakarta: LBH APIK, 2019, hlm. 22. 
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keìtimpangan struìktuìral yang meìmbuìat korban beìrada dalam posisi reìntan 

seìcara sisteìmik. 

Deìngan meìmahami karakteìristik ini seìcara uìtuìh, diharapkan sisteìm 

huìkuìm, aparat peìneìgak huìkuìm, dan masyarakat seìcara uìmuìm dapat 

meìmbanguìn peìndeìkatan yang leìbih adil dan beìrpihak pada korban, baik 

dalam proseìs huìkuìm mauìpuìn dalam aspeìk peìmuìlihan jangka panjang. 

3. Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual 

Korban keìkeìrasan seìksuìal meìmiliki hak-hak huìkuìm yang dijamin 

oleìh Uìndang-Uìndang Nomor 12 Tahuìn 2022 teìntang Tindak Pidana 

Keìkeìrasan Seìksuìal (UìUì TPKS). Dalam Pasal 67 hingga Pasal 70, 

diseìbuìtkan bahwa korban beìrhak atas peìrlinduìngan huìkuìm, peìndampingan 

psikologis dan huìkuìm, layanan keìseìhatan, peìmuìlihan sosial, seìrta reìstituìsi 

dan kompeìnsasi.43 

Hak atas peìrlinduìngan huìkuìm meìncakuìp keìrahasiaan ideìntitas, rasa 

aman dari ancaman, seìrta peìrlakuìan yang manuìsiawi seìlama proseìs 

huìkuìm.² Korban juìga beìrhak meìndapatkan peìmuìlihan fisik dan psikologis, 

teìrmasuìk layanan meìdis dan konseìling. Dalam kasuìs di mana peìlakuì tidak 

mampuì meìmbayar reìstituìsi, neìgara dapat meìmbeìrikan kompeìnsasi keìpada 

korban seìbagai beìntuìk tangguìng jawab. 

Seìlain ituì, korban meìmiliki hak uìntuìk dipeìrlakuìkan seìtara, 

dideìngar, dan dilibatkan dalam proseìs huìkuìm, tanpa diskriminasi dan tanpa 

 
43 Pasal 67–70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual. 

 



38 

  

reìviktimisasi.⁵ Hak-hak ini meìnjadi bagian dari uìpaya meìnciptakan sisteìm 

peìradilan yang beìrpihak pada korban dan meìneìgakkan prinsip keìadilan 

yang holistik. 

 

D. Pandangan Islam Mengenai Kekerasan Seksual 

Keìkeìrasan seìksuìal meìruìpakan salah satuì beìntuìk peìlanggaran teìrhadap 

hak asasi manuìsia dan nilai-nilai moral yang dijuìnjuìng tinggi dalam ajaran 

Islam. Dalam konteìks Islam, keìkeìrasan seìksuìal dapat diartikan seìbagai seìtiap 

beìntuìk peìrbuìatan yang beìrsifat meìmaksa, meìleìceìhkan, atauì meìnyakiti 

seìseìorang seìcara seìksuìal tanpa keìreìlaan dan di luìar ikatan yang sah meìnuìruìt 

syariat. Peìrbuìatan ini tidak hanya meìnceìdeìrai martabat dan keìhormatan 

korban, teìtapi juìga dianggap seìbagai dosa beìsar (kabair) yang sangat dikeìcam 

oleìh agama Islam. 

Islam adalah agama yang sangat meìnjuìnjuìng tinggi keìhormatan 

manuìsia (al-‘irdh) dan meìnjaga keìseìlamatan jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh 

al-‘aql), dan keìtuìruìnan (hifzh al-nasl). Keìkeìrasan seìksuìal teìrmasuìk dalam 

kateìgori peìlanggaran teìrhadap keìtiga hal teìrseìbuìt. Oleìh seìbab ituì, seìtiap beìntuìk 

keìkeìrasan seìksuìal baik beìruìpa peìleìceìhan, peìncabuìlan, eìksploitasi seìksuìal, 

hingga peìmeìrkosaan sangat dilarang dalam ajaran Islam. 

Seìcara uìmuìm, tidak diteìmuìkan istilah khuìsuìs yang seìcara eìksplisit 

meìnyeìbuìt istilah "keìkeìrasan seìksuìal" dalam Al-Quìr’an mauìpuìn Hadis. Namuìn, 

suìbstansi dari peìrbuìatan teìrseìbuìt teìlah dijeìlaskan meìlaluìi larangan teìrhadap 

peìrbuìatan keìji (fahisyah), zina, seìrta peìrintah uìntuìk meìnjaga pandangan, 

keìhormatan, dan meìnjaga huìbuìngan antar seìsama manuìsia agar tidak saling 
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meìnyakiti. Keìkeìrasan seìksuìal oleìh siapa puìn, teìrleìbih oleìh orang yang 

meìmiliki huìbuìngan deìkat deìngan korban seìpeìrti ayah tiri, adalah tindakan 

peìngkhianatan teìrhadap amanah dan tangguìng jawab yang teìlah Allah 

teìtapkan. 

1. Larangan mendekati zina 

Allah SWT beìrfirman: 

شَةً وَسَاءَ سَبِّيلً  نَىٰ إِّنَّهُ كَانَ فاَحِّ  وَلََ تقَْرَبوُا الز ِّ

"Wa lā taqrabū az-zinā, innahū kāna fāḥishatan wa sā'a sabīlā." 

 

Artinya : “Dan janganlah kamuì meìndeìkati zina; seìsuìngguìhnya zina ituì 

adalah suìatuì peìrbuìatan yang keìji. Dan suìatuì jalan yang buìruìk.” 

 

Pada Al-Quìr’an Suìrat Al-Isra Ayat 32 meìnuìnjuìkkan bahwa Islam 

tidak hanya meìlarang zina, teìtapi juìga seìgala hal yang meìngarah keìpada 

peìrbuìatan teìrseìbuìt, teìrmasuìk peìleìceìhan atauì keìkeìrasan seìksuìal. Keìkeìrasan 

seìksuìal oleìh ayah tiri buìkan hanya meìruìpakan beìntuìk zina, teìtapi juìga 

teìrmasuìk dalam kateìgori peìmaksaan (ikrah) dan peìngkhianatan teìrhadap 

amanah.44 

2. Ancaman keras terhadap pelaku kejahatan seksual dalam keluarga 

Dalam Al-Quìr’an juìga dijeìlaskan bahwa huìbuìngan mahram 

(huìbuìngan keìkeìluìargaan yang haram dinikahi) tidak boleìh dinodai deìngan 

huìbuìngan seìksuìal. Allah beìrfirman: 

 
44   Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2005. 
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اتكُُمْ وَخَالََتكُُمْ وَبنَاَتُ الْْخَِّ وَبنَاَتُ ا هَاتكُُمْ وَبنََاتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ هَاتكُُمُ حُر ِّ لْْخُْتِّ وَأمَُّ  

كُم  تِّي فِّي حُجُورِّ هَاتُ نِّسَائِّكُمْ وَرَبَائِّبكُُمُ اللَّ ضَاعَةِّ وَأمَُّ نَ الرَّ تِّي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََوَاتكُُم م ِّ ن ن ِّسَائِّكُمُ اللَّ م ِّ  

نَّ فلََ جُناَحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَئِّلُ أبَْناَئِّكُمُ الَّذِّ  نَّ فَإِّن لَّمْ تكَُونوُا دَخَلْتمُ بِّهِّ تِّي دَخَلْتمُ بِّهِّ نْ اللَّ ينَ مِّ  

يمً  حِّ َ كَانَ غَفوُرًا رَّ  أصَْلَبِّكُمْ وَأنَ تجَْمَعوُا بيَْنَ الْْخُْتيَْنِّ إِّلََّ مَا قدَْ سَلَفَ إِّنَّ اللََّّ

"Ḥuìrri mat ‘alaikuìm uìmmahātuìkuìm, wa banātuìkuìm, wa akhawātuìkuìm, wa 

‘ammātuìkuìm, wa khālātuìkuìm, wa banātuì al-akh(i), wa banātuì al-uìkht(i), 

wa uìmmahātuìkuìmuì allātī arḍa‘nakuìm, wa akhawātuìkuìm mina ar-raḍā‘ah, 

wa uìmmahātuì nisā’ikuìm, wa rabā’ibuìkuìmuì allātī fī ḥuìjūrikuìm min 

nisā’ikuìmuì allātī dakhaltuìm bihinna, fa in lam takūnū dakhaltuìm bihinna fa 

lā juìnāḥa ‘alaikuìm, wa ḥalā’iluì abnā’ikuìmuì alladhīna min aṣlābikuìm, wa 

an tajma‘ū bayna al-uìkhtayn, illā mā qad salaf, inna Allāha kāna ghafūran 

raḥīmā." 

Artinya : "Diharamkan atas kamuì (meìnikahi) ibuì-ibuìmuì; anak-anak 

peìreìmpuìanmuì; sauìdara-sauìdara peìreìmpuìanmuì; sauìdara-

sauìdara peìreìmpuìan bapakmuì; sauìdara-sauìdara peìreìmpuìan 

ibuìmuì; anak-anak peìreìmpuìan dari sauìdara laki-lakimuì; anak-

anak peìreìmpuìan dari sauìdara peìreìmpuìanmuì; ibuì-ibuìmuì yang 

meìnyuìsuìi kamuì; sauìdara peìreìmpuìan seìsuìsuìanmuì; ibuì-ibuì 

istrimuì (meìrtuìa); dan anak-anak peìreìmpuìan istrimuì yang dalam 

peìmeìliharaanmuì dari istri yang teìlah kamuì campuìri. Teìtapi jika 

kamuì beìluìm campuìr deìngan istri-istrimuì ituì, maka tidak 

beìrdosa kamuì meìngawininya. (Diharamkan puìla) istri-istri anak 

kanduìngmuì, dan meìnghimpuìn (dalam peìrnikahan) duìa 

peìreìmpuìan yang beìrsauìdara, keìcuìali yang teìlah teìrjadi pada 

masa lampauì. Seìsuìngguìhnya Allah Maha Peìngampuìn lagi 

Maha Peìnyayang." (Q.S An-Nisa Ayat 23) 
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Meìskipuìn anak tiri tidak diseìbuìt seìcara eìksplisit dalam ayat ini, para 

uìlama beìrseìpakat bahwa jika seìorang ayah tiri teìlah beìrhuìbuìngan suìami istri 

deìngan ibuì si anak, maka anak teìrseìbuìt meìnjadi mahram muì’abbad 

(mahram seìlamanya). Oleìh kareìna ituì, seìgala beìntuìk huìbuìngan seìksuìal 

apalagi dilakuìkan deìngan keìkeìrasan antara ayah tiri dan anak tiri, 

meìruìpakan beìntuìk peìlanggaran beìrat baik seìcara huìkuìm syariat mauìpuìn 

moral. 

Keìkeìrasan seìksuìal dalam Islam tidak hanya dilarang seìcara teìgas, 

teìtapi peìlakuìnya juìga dapat dikeìnai sanksi beìrat. Dalam huìkuìm pidana 

Islam, peìmeìrkosaan dan keìkeìrasan seìksuìal bisa dikeìnai huìkuìman hadd (jika 

meìmeìnuìhi syarat seìbagai zina) atauì ta’zir (jika masuìk dalam kateìgori 

peìleìceìhan atauì peìncabuìlan). Huìkuìman ini dimaksuìdkan uìntuìk meìmbeìrikan 

eìfeìk jeìra, meìlinduìngi masyarakat, dan meìneìgakkan keìadilan bagi korban. 

Deìngan deìmikian, dapat disimpuìlkan bahwa keìkeìrasan seìksuìal 

dalam pandangan Islam adalah peìrbuìatan yang sangat teìrceìla, meìlanggar 

ajaran syariat, dan meìruìpakan beìntuìk keìjahatan teìrhadap keìhormatan 

manuìsia. Islam meìngharuìskan seìtiap uìmatnya uìntuìk meìnjaga diri dari 

peìrbuìatan keìji, meìlinduìngi yang leìmah, dan meìneìgakkan keìadilan teìrhadap 

para peìlakuì keìkeìrasan seìksuìal, teìrmasuìk dalam lingkuìp ruìmah tangga. 

3. Prinsip Perlindungan terhadap yang Lemah dalam Islam 

Dalam ajaran Islam, peìrlinduìngan teìrhadap yang leìmah meìruìpakan 

prinsip dasar yang tidak bisa ditawar. Islam sangat meìnjuìnjuìng tinggi nlai 

kasih sayang, keìadilan, dan tangguìng jawab moral teìrhadap seìsama 
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manuìsia, teìrleìbih keìpada keìlompok yang reìntan seìpeìrti anak-anak, 

peìreìmpuìan, dan orang-orang yang tidak meìmiliki peìrlinduìngan. 

Anak-anak dalam pandangan Islam adalah amanah dari Allah SWT 

yang haruìs dipeìlihara, dilinduìngi, dan dibimbing, buìkan juìstruì disakiti atauì 

dimanfaatkan seìcara zalim, apalagi uìntuìk keìpeìntingan seìksuìal. Seìorang 

ayah tiri, keìtika masuìk dalam struìktuìr keìluìarga, meìndapat amanah sosial 

dan spirituìal uìntuìk meìnjadi peìlinduìng bagi anak tirinya. Keìtika ia juìstruì 

meìlakuìkan keìkeìrasan seìksuìal, maka ia tidak hanya meìlanggar huìkuìm 

syariat, teìtapi juìga teìlah meìngkhianati nilai-nilai dasar Islam teìntang kasih 

sayang dan tangguìng jawab teìrhadap anak. 

يرَنَا وَيوَُق ِّرْ كَبِّيرَنَ  نَّا مَنْ لَمْ يرَْحَمْ صَغِّ  ليَْسَ مِّ

Laisa minnā man lam yarḥam ṣaghīranā wa yuìqarrir kabīranā 

Artinya : "Buìkan teìrmasuìk golongan kami orang yang tidak meìnyayangi 

yang leìbih muìda di antara kami dan tidak meìnghormati yang 

leìbih tuìa di antara kami." 

(H.R Abduìllah bin ‘Amr bin al-‘Ash).45 

 

Hadis ini meìnuìnjuìkkan bahwa rasa kasih sayang teìrhadap anak keìcil 

adalah syarat uìtama meìnjadi bagian dari uìmat Rasuìluìllah SAW. Siapa puìn 

yang meìnyakiti, meìreìndahkan, atauì meìmpeìrlakuìkan anak deìngan cara yang 

tidak manuìsiawi seìpeìrti keìkeìrasan seìksuìal maka ia teìrleìpas dari akhlak 

Islam dan tidak dianggap seìbagai peìngikuìt seìjati Nabi Muìhammad SAW. 

 
45 Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Jakarta: Robbani Press, 2001 
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Peìrnyataan “buìkan teìrmasuìk golongan kami” (laisa minna) 

meìruìpakan beìntuìk teìguìran keìras dalam bahasa Nabi, yang beìrarti bahwa 

peìlakuì teìlah meìnyimpang seìcara beìrat dari ajaran Islam, meìskipuìn seìcara 

formal ia beìragama Islam. Dalam konteìks ini, seìorang ayah tiri yang 

seìharuìsnya meìnyayangi dan meìlinduìngi, keìtika juìstruì meìnjadi peìlakuì 

keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak tirinya, teìlah meìlakuìkan peìngkhianatan 

teìrhadap misi kasih sayang yang dibawa Nabi Muìhammad SAW. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan 

Seksual oleh Ayah Tiri Menurut Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg 

Dari seìgi huìkuìm, peìrlinduìngan anak meìruìpakan suìatuì tangguìng jawab 

neìgara yang dilaksanakan seìcara meìnyeìluìruìh, teìrkoordinasi, dan 

beìrkeìsinambuìngan antara peìmeìrintah, masyarakat, seìrta keìluìarga uìntuìk 

meìnjamin teìrpeìnuìhinya hak-hak anak. Peìrlinduìngan ini diatuìr seìcara teìgas 

dalam Uìndang-Uìndang Nomor 35 Tahuìn 2014 teìntang Peìruìbahan atas Uìndang-

Uìndang Nomor 23 Tahuìn 2002 teìntang Peìrlinduìngan Anak. Dalam konteìks 

huìkuìm, peìrlinduìngan anak meìncakuìp jaminan teìrhadap hak hiduìp, hak tuìmbuìh 

dan beìrkeìmbang, hak meìmpeìroleìh peìrlinduìngan dari keìkeìrasan dan 

diskriminasi, seìrta hak atas keìadilan apabila anak meìnjadi korban tindak pidana. 

Oleìh kareìna ituì, seìtiap tindakan keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak, teìrleìbih 

dilakuìkan oleìh orang tuìa atauì ayah tiri, meìruìpakan beìntuìk peìlanggaran seìriuìs 

teìrhadap hak asasi anak dan peìnghianatan teìrhadap nilai moral seìrta tangguìng 

jawab orang tuìa yang seìmeìstinya meìnjadi peìlinduìng uìtama bagi anaknya. 

Beìrdasarkan hasil wawancara deìngan Ibuì Neìndeìn Rika Puìspitasari, 

S.H., M.H. seìlakuì Hakim Anggota di Peìngadilan Neìgeìri Seìmarang,46 dalam 

kasuìs Puìtuìsan Nomor 92/Pid.Suìs/2022/PN Smg, tindakan keìkeìrasan seìksuìal 

yang dilakuìkan oleìh ayah tiri teìrhadap anak tirinya meìnjadi contoh nyata 

 
46 Wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota di 

Pengadilan Negeri Semarang 
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peìlanggaran beìrat teìrhadap peìrlinduìngan anak. Majeìlis Hakim dalam puìtuìsan 

ini meìnilai bahwa teìrdakwa teìrbuìkti seìcara hukum dan meìyakinkan meìlakuìkan 

tindak pidana sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 76Eì jo Pasal 82 ayat (2) 

Uìndang-Uìndang Peìrlinduìngan Anak, kareìna peìrbuìatan dilakuìkan oleìh orang 

tuìa atauì wali teìrhadap anak di bawah uìmuìr. Peìnjatuìhan pidana peìnjara seìlama 

16 tahuìn dan deìnda seìbeìsar Rp1.000.000.000 meìnuìnjuìkkan bahwa peìngadilan 

beìruìpaya meìmbeìrikan eìfeìk jeìra dan meìmastikan keìadilan bagi korban. 

Huìkuìman ini juìga meìnjadi beìntuìk peìneìgasan bahwa peìlakuì keìkeìrasan seìksuìal 

teìrhadap anak haruìs ditindak teìgas tanpa pandang buìluì, apalagi jika dilakuìkan 

oleìh orang teìrdeìkat yang meìmiliki huìbuìngan keìkeìluìargaan deìngan korban. 

Dari sisi peìrlinduìngan teìrhadap korban, puìtuìsan ini suìdah meìnuìnjuìkkan 

langkah majuì dalam peìneìgakan huìkuìm kareìna hakim meìmpeìrtimbangkan fakta 

bahwa korban masih beìruìsia 13 tahuìn dan meìngalami trauìma meìndalam akibat 

tindakan peìlakuì yang dilakuìkan seìcara beìruìlang-uìlang seìjak korban masih 

keìcil. Majeìlis hakim juìga meìmpeìrhatikan keìteìrangan saksi, alat buìkti, seìrta 

kondisi psikologis korban yang takuìt, trauìma, dan eìnggan meìlawan peìlakuì 

kareìna adanya ancaman. Walauìpuìn seìcara eìksplisit aspeìk psikologis korban 

tidak seìlaluì teìrtuìlis panjang dalam amar puìtuìsan, namuìn seìcara suìbstantif 

peìrtimbangan hakim teìlah meìmpeìrhatikan dampak psikis korban seìbagai alasan 

peìmbeìratan huìkuìman bagi peìlakuì. Hal ini seìjalan deìngan seìmangat 

peìrlinduìngan anak dalam huìkuìm nasional yang meìneìmpatkan keìpeìntingan 

teìrbaik anak seìbagai prinsip uìtama. 
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Jika dilihat dari keìmampuìan puìtuìsan dalam meìmbeìrikan peìrlinduìngan 

teìrhadap korban, maka puìtuìsan ini suìdah cuìkuìp progreìsif kareìna meìmbeìrikan 

sanksi yang beìrat keìpada peìlakuì. Namuìn, peìrlinduìngan huìkuìm tidak hanya 

beìrheìnti pada tahap peìnghuìkuìman. Peìrlinduìngan anak korban keìkeìrasan 

seìksuìal juìga haruìs meìncakuìp reìhabilitasi meìdis, psikologis, seìrta 

peìndampingan sosial uìntuìk meìmastikan korban dapat puìlih seìcara meìntal dan 

sosial. Aspeìk ini meìnjadi peìnting kareìna keìkeìrasan seìksuìal meìmiliki dampak 

jangka panjang teìrhadap peìrkeìmbangan eìmosional dan masa deìpan korban. 

Dalam hal ini, dipeìrluìkan sineìrgi antara leìmbaga peìrlinduìngan anak, psikolog, 

peìkeìrja sosial, dan aparat peìneìgak hokuìm agar peìrlinduìngan yang dibeìrikan 

tidak hanya beìrsifat reìpreìsif teìrhadap peìlakuì, teìtapi juìga reìstoratif bagi 

korban.47 

Dari peìrspeìktif sanksi pidana, huìkuìman 16 tahuìn peìnjara deìngan deìnda 

yang beìsar dapat dikatakan cuìkuìp beìrat dan suìdah seìsuìai deìngan keìteìntuìan 

huìkuìm yang beìrlakuì. Hal ini seìsuìai deìngan Tuìntuìtan Jaksa Peìnuìntuìt Uìmuìm Ibuì 

Dyah Buìdi Astuìti, S.H seìsuìai dakwaan suìbsideìr48. Namuìn deìmikian, dalam 

konteìks peìrlinduìngan anak dari ancaman beìruìlang, peìrluì adanya peìngawasan 

lanjuìtan teìrhadap peìlakuì seìteìlah meìnjalani masa pidana, misalnya meìlaluìi 

keìbijakan reìgistrasi peìlakuì keìkeìrasan seìksuìalatauì peìmbatasan akseìs teìrhadap 

anak pasca peìmbeìbasan. Deìngan deìmikian, sisteìm huìkuìm tidak hanya 

meìnghuìkuìm teìtapi juìga meìnceìgah teìruìlangnya tindak pidana seìruìpa. Seìlain ituì, 

 
47Wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota di 

Pengadilan Negeri Semarang 
48 Wawancara dengan Ibu Dyah Budi Astuti, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di 

Kejaksaan Negeri Semarang 



47 

  

bagi korban dan keìluìarga, peìrluì dibeìrikan jaminan keìamanan, konseìling, dan 

duìkuìngan peìndidikan agar masa deìpan anak tidak teìrhambat akibat trauìma yang 

dialami. 

Analisa Penulis 

Beìrdasarkan hasil peìneìlitian teìrhadap Puìtuìsan Nomor 

92/Pid.Suìs/2022/PN Seìmarang, peìnuìlis meìnilai bahwa peìrlinduìngan huìkuìm 

teìrhadap anak korban keìkeìrasan seìksuìal oleìh ayah tiri teìlah diteìrapkan seìsuìai 

deìngan keìteìntuìan Pasal 76Eì jo Pasal 82 ayat (2) Uìndang-Uìndang Nomor 35 

Tahuìn 2014 teìntang Peìrlinduìngan Anak. Keìteìntuìan teìrseìbuìt seìcara teìgas 

meìlarang seìtiap orang meìlakuìkan peìrbuìatan cabuìl teìrhadap anak, teìruìtama 

apabila dilakuìkan oleìh orang yang meìmiliki huìbuìngan keìluìarga deìngan korban, 

teìrmasuìk ayah tiri. 

Beìrdasarkan keìteìrangan dari ahli psikologi, korban meìmiliki kondisi 

meìntal yang teìrgolong stabil, namuìn meìnuìnjuìkkan sikap pasif, kuìrang peìrcaya 

diri, seìrta rasa takuìt teìrhadap peìlakuì yang dikeìnal meìmiliki sifat kasar. Korban 

juìga tidak meìmiliki huìbuìngan yang deìkat deìngan ibuìnya, seìhingga tidak beìrani 

meìlapor dan baruì beìrani meìnguìngkapkan keìjadian teìrseìbuìt seìteìlah meìndapat 

dorongan dari sahabatnya. Kondisi ini meìnceìrminkan adanya hambatan 

psikologis seìrta kuìrangnya duìkuìngan lingkuìngan keìluìarga yang beìrdampak 

pada keìteìrlambatan dalam meìmpeìroleìh peìrlinduìngan huìkuìm seìjak awal. 

Seìmeìntara ituì, dari hasil peìmeìriksaan ahli foreìnsik diteìmuìkan adanya 

robeìkan lama pada seìlapuìt dara seìrta jaringan paruìt pada areìa geìnital yang 
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meìnuìnjuìkkan adanya keìkeìrasan seìksuìal. Buìkti meìdis ini meìmpeìrkuìat uìnsuìr 

tindak pidana seìbagaimana didakwakan keìpada peìlakuì. 

Majeìlis hakim dalam peìrtimbangannya meìnyatakan bahwa seìluìruìh 

uìnsuìr dalam pasal dakwaan teìlah teìrbuìkti seìcara sah dan meìyakinkan, seìrta 

meìnolak seìluìruìh peìmbeìlaan dari pihak teìrdakwa. Hakim meìneìgaskan bahwa 

tindak pidana keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak meìruìpakan deìlik uìmuìm, 

seìhingga proseìs huìkuìm teìtap haruìs dilanjuìtkan meìskipuìn teìrdapat peìrdamaian 

antara peìlakuì dan keìluìarga korban. 

Dari keìseìluìruìhan hasil peìneìlitian teìrseìbuìt, dapat disimpuìlkan bahwa 

puìtuìsan ini meìnceìrminkan beìntuìk peìrlinduìngan huìkuìm reìpreìsif yang teìgas 

teìrhadap peìlakuì keìjahatan seìksuìal teìrhadap anak. Seìlain ituì, puìtuìsan ini juìga 

meìnuìnjuìkkan peìneìrapan prinsip theì beìst inteìreìst of theì child atauì keìpeìntingan 

teìrbaik bagi anak seìbagai dasar dalam meìnjatuìhkan puìtuìsan. Namuìn deìmikian, 

aspeìk peìrlinduìngan preìveìntif dan duìkuìngan psikologis teìrhadap korban masih 

peìrluì ditingkatkan agar proseìs peìmuìlihan korban dapat beìrjalan seìcara 

meìnyeìluìruìh, baik dari seìgi huìkuìm mauìpuìn meìntal. 

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang 

mengenai kasus Perkara Kekerasan Seksual oleh Ayah Tiri Terhadap 

Anak.  

Dalam peìrkara Tindak pidana keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak deìngan 

Teìrdakwa yang meìruìpakan ayah tiri korban seìbagaimana teìrtuìang dalam 

Puìtuìsan Nomor 92/Pid.Suìs/2022/PN Seìmarang, Majeìlis Hakim Peìngadilan 

Neìgeìri Seìmarang meìmbeìrikan seìrangkaian peìrtimbangan huìkuìm yang meìnjadi 
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dasar dalam meìnjatuìhkan puìtuìsan. Peìrtimbangan teìrseìbuìt dilakuìkan seìcara 

kompreìheìnsif deìngan meìmpeìrhatikan aspeìk formil dan mateìriil, seìrta meìnilai 

seìjauìh mana peìmbeìlaan dari peìnasihat huìkuìm Teìrdakwa dapat diteìrima dalam 

peìrspeìktif  Huìkuìm pidana dan peìrlinduìngan anak. 

Meìnuìruìt Ibuì Neìndeìn Rika Puìspitasari, S.H.,M.H.49 peìrkara ini 

meìnuìnjuìkkan peìran peìnting dalam meìmastikan bahwa proseìs peìradilan tidak 

hanya meìneìgakkan keìpastian huìkuìm, teìtapi juìga meìmbeìrikan keìadilan dan 

peìrlinduìngan yang optimal bagi korban yang meìruìpakan anak di bawah uìmuìr. 

Majeìlis Hakim meìnilai bahwa peìmbeìlaan teìrtuìlis yang diajuìkan oleìh 

peìnasihat huìkuìm Teìrdakwa pada tanggal 27 Deìseìmbeìr 2011 tidak meìmbeìrikan 

peìngaruìh signifikan teìrhadap peìmbuìktian. Peìmbeìlaan teìrseìbuìt hanya beìrisi 

uìraian teìoreìtis meìngeìnai huìkuìm pidana tanpa diseìrtai buìkti konkreìt yang dapat 

meìmbantah uìnsuìr-uìnsuìr tindak pidana yang didakwakan. 

Beìrdasarkan peìnjeìlasan Ibuì Neìndeìn Rika Puìspitasari, S.H., M.H50, 

peìmbeìlaan seìmacam ini tidak dapat dijadikan dasar uìntuìk meìniadakan 

keìsalahan Teìrdakwa kareìna tidak meìnghadirkan fakta yang dapat meìmpeìrkuìat 

posisi huìkuìm Teìrdakwa. Deìngan deìmikian, nota peìmbeìlaan teìrseìbuìt dianggap 

tidak beìralasan huìkuìm dan patuìt uìntuìk dikeìsampingkan. 

Dalam nota peìmbeìlaannya, Teìrdakwa meìlaluìi peìnasihat huìkuìmnya 

meìngajuìkan dalil bahwa teìlah teìrjadi peìrdamaian antara Teìrdakwa deìngan ibuì 

kanduìng korban, seìrta bahwa pihak peìlapor teìlah meìncabuìt laporannya. 

 
49 Wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota di 

Pengadilan Negeri Semarang 
50 Wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota di 

Pengadilan Negeri Semarang 
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Namuìn, Majeìlis Hakim meìnolak dalil ini deìngan alasan bahwa peìrkara teìlah 

meìmasuìki tahap peìrsidangan, seìhingga peìrdamaian di luìar peìngadilan tidak 

dapat meìngheìntikan proseìs huìkuìm. 

Seìlain ituì, beìrdasarkan fakta di peìrsidangan, ibuì kanduìng korban teìtap 

meìnyatakan keìinginannya agar peìrkara ini teìtap diproseìs seìcara huìkuìm. 

Deìngan deìmikian, peìrdamaian yang dilakuìkan seìcara nonlitigasi tidak 

meìnghapuìs peìrtangguìngjawaban pidana  atas peìrbuìatan keìkeìrasan seìksuìal 

teìrhadap anak. 

Hal ini seìjalan deìngan prinsip dalam huìkuìm pidana bahwa tindak pidana 

teìrhadap anak, khuìsuìsnya yang beìrsifat seìksuìal, teìrmasuìk dalam kateìgori deìlik 

uìmuìm, yang tidak dapat diheìntikan hanya deìngan keìseìpakatan damai antara 

pihak peìlapor dan peìlakuì 

Salah satuì dalil peìmbeìlaan yang diajuìkan peìnasihat huìkuìm ialah adanya 

suìrat peìrnyataan dari saksi Tuìmini yang diseìbuìt tidak meìlihat langsuìng 

peìrbuìatan Teìrdakwa. Namuìn, dari fakta di peìrsidangan, saksi teìrseìbuìt juìstruì 

meìmbeìrikan keìteìrangan yang meìnduìkuìng dakwaan peìnuìntuìt uìmuìm, kareìna ia 

meìnyaksikan seìndiri peìrbuìatan cabuìl yang dilakuìkan Teìrdakwa teìrhadap anak 

tirinya. 

Keìteìrangan teìrseìbuìt dipeìrkuìat oleìh keìsaksian saksi lain dan alat buìkti 

lainnya, seìhingga Majeìlis Hakim beìrpeìndapat bahwa dalil peìmbeìlaan teìrseìbuìt 

tidak beìralasan dan haruìs ditolak. Deìngan deìmikian, aspeìk peìmbuìktian di 

peìrsidangan teìlah meìnuìnjuìkkan adanya keìteìrpaduìan antara keìteìrangan saksi, 

korban, dan alat buìkti lainnya seìbagaimana diatuìr dalam  Pasal 184 Kitab 
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Uìndang-uìndang Huìkuìm Peìrdata teìntang alat buìkti yang sah yang beìrbuìnyi yaituì 

“Keìteìrangan saksi, keìteìrangan ahli, suìrat, peìtuìnjuìk, dan keìteìrangan teìrdakwa”.  

Beìrdasarkan hasil peìmeìriksaan di peìrsidangan, Majeìlis Hakim meìnilai 

bahwa Teìrdakwa teìrbuìkti seìcara sah dan meìyakinkan teìlah meìlakuìkan tindak 

pidana seìbagaimana diatuìr dalam Pasal 76Eì jo Pasal 82 ayat (2) Uìndang-

Uìndang Nomor 35 Tahuìn 2014 teìntang Peìrlinduìngan Anak, Beìrbuìnyi "Seìtiap 

Orang dilarang meìmbuìjuìk anak uìntuìk meìlakuìkan peìrbuìatan cabuìl” 

.Uìndang-Uìndang Nomor 17 Tahuìn 2016 teìntang Peìneìtapan Peìratuìran 

Peìmeìrintah Peìngganti Uìndang-Uìndang Nomor 1 Tahuìn 2016 meìnjadi Uìndang-

Uìndang. 

Majeìlis juìga meìneìgaskan bahwa tidak diteìmuìkan adanya alasan 

peìmbeìnar mauìpuìn alasan peìmaaf seìbagaimana dimaksuìd dalam Pasal 48–51 

KUìHP yang dapat meìnghapuìskan peìrtangguìngjawaban pidana Teìrdakwa. 

Seìlain ituì, tidak ada buìkti yang meìnuìnjuìkkan bahwa Teìrdakwa meìngalami 

gangguìan jiwa atauì keìtidakmampuìan beìrtangguìng jawab seìcara huìkuìm. 

Deìngan deìmikian, seìluìruìh uìnsuìr tindak pidana “meìmbuìjuìk anak uìntuìk 

meìlakuìkan peìrbuìatan cabuìl” seìbagaimana didakwakan oleìh peìnuìntuìt uìmuìm 

teìlah teìrpeìnuìhi seìcara yuìridis. 

Peìrbuìatan Teìrdakwa teìlah meìmeìnuìhi seìmuìa uìnsuìr yang teìrdapat dalam 

dakwaan Suìbsidiair Peìnuìntuìt Uìmuìm seìpeìrti diatuìr dan diancam dalam Pasal 

Pasal 76 Eì jo Pasal 82 ayat (2) UìUì RI No. 35 Tahuìn 2014 teìntang Peìruìbahan 

atas UìUì RI No. 23 Tahuìn 2002 teìntang Peìrlinduìngan Anak Jo UìUì RI No. 17 

Tahuìn 2016 teìntang Peìneìtapan Peìrpuì No. 1 Tahuìn 2016 teìntang Peìruìbahan 
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Keìduìa atas UìUì RI No.23 Tahuìn 2002 teìntang Peìrlinduìngan Anak meìnjadi 

Uìndang-uìndang, seìrta dalam peìrsidangan Majeìlis Hakim tidak meìneìmuìkan 

seìsuìatuì buìkti bahwa Teìrdakwa adalah orang yang tidak mampuì beìrtangguìng 

jawab atas seìgala peìrbuìatan yang di lakuìkannya teìrseìbuìt dan juìga Majeìlis 

Hakim tidak meìneìmuìkan alasan peìmaaf mauìpuìn alasan peìmbeìnar seìbagai 

alasan peìnghapuìs pidana bagi Teìrdakwa, maka Majeìlis Hakim beìrpeìndapat 

Teìrdakwa teìlah teìrbuìkti seìcara sah dan meìyakinkan beìrsalah meìnuìruìt huìkuìm 

meìlakuìkan tindak pidana “meìmbuìjuìk anak uìntuìk meìlakuìkan peìrbuìatan cabuìl” 

seìsuìai dakwaan Suìbsidiair Peìnuìntuìt Uìmuìm seìpeìrti diatuìr dan diancam dalam 

Pasal 76 Eì jo Pasal 82 ayat (2) UìUì RI No. 35 Tahuìn 2014 teìntang Peìruìbahan 

atas UìUì RI No. 23 Tahuìn 2002 teìntang Peìrlinduìngan Anak Jo UìUì RI No. 17 

Tahuìn 2016 teìntang Peìneìtapan Peìrpuì No.1 Tahuìn 2016 teìntang Peìruìbahan 

Keìduìa atas UìUì RI No.23 Tahuìn 2002 teìntang Peìrlinduìngan Anak meìnjadi 

Uìndang-uìndang, seìhingga suìdah seìlayaknya dan seìadilnya apabila Teìrdakwa 

haruìs beìrtangguìng jawab atas keìsalahannya teìrseìbuìt seìrta haruìs dijatuìhi 

huìkuìman yang seìpadan. 

Majeìlis Hakim meìnyatakan bahwa proseìs peìnangkapan dan peìnahanan 

teìrhadap Teìrdakwa teìlah dilakuìkan seìsuìai deìngan proseìduìr huìkuìm yang 

beìrlakuì. Masa peìnahanan yang teìlah dijalani Teìrdakwa akan dipeìrhituìngkan 

seìbagai bagian dari masa pidana yang dijatuìhkan. 

Seìlain ituì, Majeìlis meìnilai bahwa alasan peìnahanan masih reìleìvan dan 

meìndeìsak, antara lain uìntuìk meìnceìgah Teìrdakwa meìlarikan diri, meìnguìlangi 

peìrbuìatan, atauì meìmpeìngaruìhi saksi. Oleìh kareìna ituì, Majeìlis meìneìtapkan agar 
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Teìrdakwa teìtap beìrada dalam tahanan hingga puìtuìsan meìmpeìroleìh keìkuìatan 

huìkuìm teìtap (inkracht). 

Analisisa Penulis 

Majeìlis Hakim dalam Puìtuìsan Nomor 92/Pid.Suìs/2022/PN Seìmarang 

teìlah meìmpeìrtimbangkan peìrkara keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak seìcara 

ceìrmat dan objeìktif deìngan beìrlandaskan pada alat buìkti yang sah meìnuìruìt 

Pasal 184 KUìHAP. Beìrdasarkan keìteìrangan korban, saksi-saksi, dan buìkti yang 

diajuìkan, teìrbuìkti bahwa teìrdakwa, yang meìruìpakan ayah tiri korban, beìnar 

teìlah meìlakuìkan peìrbuìatan seìbagaimana diatuìr dalam Pasal 76Eì jo Pasal 82 

ayat (2) Uìndang-Uìndang Nomor 35 Tahuìn 2014 teìntang Peìrlinduìngan Anak. 

Peìmbeìlaan peìnasihat huìkuìm yang hanya beìrsandar pada arguìmeìntasi 

teìoreìtis tanpa buìkti peìnduìkuìng dinilai tidak beìralasan huìkuìm. Majeìlis juìga 

meìnolak dalil peìrdamaian antara teìrdakwa dan ibuì korban kareìna tindak pidana 

teìrhadap anak teìrmasuìk dalam kateìgori deìlik uìmuìm, yang peìnuìntuìtannya tidak 

dapat diheìntikan meìlaluìi peìrdamaian pribadi. 

Seìlain ituì, Majeìlis Hakim meìnilai tidak teìrdapat alasan peìmbeìnar 

mauìpuìn peìmaaf, dan teìrdakwa dinyatakan mampuì meìmpeìrtangguìngjawabkan 

peìrbuìatannya. Seìluìruìh proseìs peìnangkapan seìrta peìnahanan juìga dinyatakan 

sah meìnuìruìt keìteìntuìan huìkuìm. 

Deìngan deìmikian, peìrtimbangan hakim dalam peìrkara ini tidak hanya 

meìnuìnjuìkkan peìneìrapan asas keìpastian huìkuìm dan keìadilan, teìtapi juìga 

meìneìgaskan komitmeìn peìradilan dalam meìmbeìrikan peìrlinduìngan huìkuìm yang 

maksimal bagi anak korban keìkeìrasan seìksuìal. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Tinjauìan Huìkuìm teìrhadap Puìtuìsan Nomor 92/Pid.Suìs/2022/PN Seìmarang 

meìngeìnai kasuìs Peìrkara Keìkeìrasan Seìksuìal oleìh Ayah Tiri Teìrhadap Anak, 

dapat disimpuìlkan bahwa Majeìlis Hakim teìlah meìneìrapkan huìkuìm seìcara 

teìpat dan adil dalam meìmbeìrikan peìrlinduìngan teìrhadap anak korban 

keìkeìrasan seìksuìal oleìh ayah tiri. Peìneìrapan Pasal 76Eì jo Pasal 82 ayat (2) 

Uìndang-Uìndang Nomor 35 Tahuìn 2014 teìntang Peìrlinduìngan Anak 

meìnuìnjuìkkan bahwa hakim meìneìgakkan prinsip theì beìst inteìreìst of theì child 

atauì keìpeìntingan teìrbaik bagi anak.Peìnjatuìhan huìkuìman peìnjara seìlama 16 

tahuìn dan deìnda seìbeìsar Rp1.000.000.000 meìnceìrminkan komitmeìn 

peìngadilan dalam meìmbeìrikan eìfeìk jeìra keìpada peìlakuì seìrta peìrlinduìngan 

huìkuìm yang kuìat bagi korban. Hakim juìga meìmpeìrtimbangkan kondisi 

psikologis korban yang meìngalami trauìma akibat keìkeìrasan seìksuìal yang 

dilakuìkan seìcara beìruìlang. Namuìn, peìrlinduìngan teìrhadap anak tidak hanya 

beìrheìnti pada peìmidanaan peìlakuì. Dipeìrluìkan uìpaya lanjuìtan seìpeìrti 

reìhabilitasi psikologis, peìndampingan sosial, seìrta jaminan keìamanan bagi 

korban agar peìmuìlihan dapat beìrlangsuìng seìcara meìnyeìluìruìh. 

2. Peìrtimbangan Hakim dalam Puìtuìsan Peìngadilan Neìgeìri Seìmarang 

meìngeìnaikasuìs Peìrkara Keìkeìrasan Seìksuìal oleìh Ayah Tiri Teìrhadap Anak 

meìnjeìlaskan bahwa  Majeìlis Hakim teìlah meìmpeìrtimbangkan seìluìruìh aspeìk 
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huìkuìm seìcara ceìrmat, baik dari sisi formil mauìpuìn mateìriil. Majeìlis meìnolak 

seìluìruìh peìmbeìlaan peìnasihat huìkuìm kareìna tidak diduìkuìng buìkti konkreìt dan 

hanya beìrisi uìraian teìoreìtis yang tidak dapat meìniadakan keìsalahan 

Teìrdakwa. dalil peìrdamaian antara peìlakuì dan keìluìarga korban juìga 

dinyatakan tidak beìralasan huìkuìm, seìbab tindak pidana keìkeìrasan seìksuìal 

teìrhadap anak meìruìpakan deìlik uìmuìm yang tidak dapat diheìntikan hanya 

deìngan peìrdamaian. Beìrdasarkan alat buìkti, keìsaksian saksi, dan fakta 

peìrsidangan, Teìrdakwa teìrbuìkti seìcara sah dan meìyakinkan meìlanggar Pasal 

76Eì jo Pasal 82 ayat (2) Uìndang-Uìndang Nomor 35 Tahuìn 2014 teìntang 

Peìrlinduìngan Anak. 

Deìngan deìmikian, puìtuìsan ini meìnuìnjuìkkan bahwa Majeìlis Hakim teìlah 

meìneìgakkan prinsip keìadilan, keìpastian huìkuìm, dan peìrlinduìngan maksimal 

teìrhadap anak seìbagai korban tindak pidana, seìrta meìneìmpatkan keìpeìntingan 

teìrbaik anak (theì beìst inteìreìst of theì child) seìbagai dasar uìtama dalam 

meìnjatuìhkan puìtuìsan. 

 

B. Saran 

1. Bagi Peìneìgak Huìkuìm 

Diharapkan agar peìneìgak huìkuìm, khuìsuìsnya hakim, jaksa, dan peìnyidik, 

teìruìs meìningkatkan seìnsitivitas dan profeìsionalismeì dalam meìnangani 

peìrkara keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak. Peìneìgak huìkuìm peìrluì 

meìneìmpatkan keìpeìntingan teìrbaik anak (theì beìst inteìreìst of theì child) 

seìbagai peìrtimbangan uìtama dalam seìtiap tahapan proseìs peìradilan. Seìlain 

ituì, dipeìrluìkan koordinasi yang leìbih kuìat antara aparat peìneìgak huìkuìm, 
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leìmbaga peìrlinduìngan anak, dan teìnaga psikolog uìntuìk meìmastikan bahwa 

proseìs huìkuìm tidak meìnambah trauìma bagi korban. Peìneìgak huìkuìm juìga 

diharapkan meìnolak seìgala beìntuìk peìrdamaian dalam peìrkara keìkeìrasan 

seìksuìal teìrhadap anak kareìna deìlik ini beìrsifat uìmuìm dan haruìs diproseìs 

seìcara teìgas deìmi keìadilan dan peìnceìgahan keìjahatan seìruìpa. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat peìrluì meìningkatkan keìsadaran dan keìpeìduìlian teìrhadap isuì 

peìrlinduìngan anak deìngan beìrpeìran aktif dalam meìnceìgah, meìlaporkan, dan 

meìnduìkuìng proseìs huìkuìm teìrhadap kasuìs keìkeìrasan seìksuìal. Lingkuìngan 

keìluìarga dan masyarakat haruìs meìnjadi teìmpat yang aman bagi anak uìntuìk 

tuìmbuìh dan beìrkeìmbang, buìkan seìbaliknya meìnjadi ruìang yang meìlinduìngi 

peìlakuì keìjahatan. Seìlain ituì, masyarakat diharapkan tidak muìdah teìrgiuìr 

deìngan uìpaya peìrdamaian yang meìnuìtuìpi tindak pidana, kareìna hal teìrseìbuìt 

dapat meìnghambat peìneìgakan huìkuìm dan meìngabaikan peìndeìritaan 

korban. Duìkuìngan moral, sosial, dan psikologis keìpada korban juìga sangat 

peìnting uìntuìk meìmbantuì proseìs peìmuìlihan dan meìngeìmbalikan rasa aman 

anak. 
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Uìndang-Uìndang Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 48 Tahuìn 2009 teìntang 

Keìkuìasaan Keìhakiman. 

Uìndang-Uìndang Dasar Neìgara Reìpuìblik Indoneìsia Tahuìn 1945 

Uìndang-Uìndang Nomor 17 Tahuìn 2016 teìntang Peìneìtapan Peìrppuì 

Peìrlinduìngan Anak. 

Uìndang-Uìndang Nomor 12 Tahuìn 2022 teìntang Tindak Pidana Keìkeìrasan 

Seìksuìal (UìUì TPKS). 

Uìndang-Uìndang  No. 12 Tahuìn 2022, teìntang peìnceìgahan seìgala beìntuìk tindak 

pidana keìkeìrasan seìksuìal yang dilakuìkan oleìh peìmeìrintah 
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Uìndang-Uìndang No. 12 Tahuìn 2022, teìntang jeìnis keìkeìrasan seìksuìal, yaituì 

"Eìksploitasi Seìksuìal". 

Uìndang-Uìndang Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 35 Tahuìn 2014 teìntang 

Peìrlinduìngan Anak. 

Uìndang-Uìndang Nomor 23 Tahuìn 2004 teìntang Peìnghapuìsan Keìkeìrasan 

dalam Ruìmah Tangga (UìUì PKDRT). 

Uìndang-Uìndang Nomor 11 Tahuìn 2012 teìntang Sisteìm Peìradilan Pidana Anak 

(UìUì SPPA). 

Uìndang-Uìndang Nomor 12 Tahuìn 2022 Pasal 67–70 teìntang Tindak Pidana 

Keìkeìrasan Seìksuìal. 

Uìndang-Uìndang Nomor 31 Tahuìn 2014 teìntang Peìrlinduìngan Saksi dan 

Korban. 
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